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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 

PENGEDAR NARKOTIKA TANPA PERMUFAKATAN JAHAT 

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 93/PID.SUS/2025/PT TJK) 

 

Oleh 

Fernando Setiyanto Saragih 

Kasus tindak pidana narkotika yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tindak 

pidana pengedar narkotika tanpa permufakatan jahat dalam Putusan Nomor: 

93/PID.SUS/2025/PT TJK, melibatkan terdakwa Syamsul Ma’rif  Bin Ahmad 

Sakhuri yang diputus sebagai pelaku penyalah guna narkotika golongan I bagi diri 

sendiri. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku 

serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku dan 

bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan normatif dengan 

menggunakan data sekunder dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Pengambilan data didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan 

secara kualitatif dengan metode induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa 

telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan 

pidana, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa 

kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Namun, hakim 

tingkat banding membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengkualifikasikan 

terdakwa sebagai penyalah guna narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 

Narkotika. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana didasarkan pada tiga 

aspek. Secara yuridis, putusan didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah di 

persidangan dengan mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan terdakwa serta 

tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan “meeting of minds” 
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antara para terdakwa. Secara sosiologis, pemidanaan diarahkan sebagai sarana kontrol 

sosial, edukasi dan rehabilitasi. Secara filosofis, putusan mencerminkan nilai 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Saran penelitian ditujukan kepada hakim agar senantiasa mempertimbangkan 

kesalahan dan peran terdakwa secara cermat berdasarkan pada fakta hukum yang sah 

guna menjamin penjatuhan pidana yang proporsional dan sesuai dengan tujuan 

pemidanaan. Saran juga ditujukan kepada pembentuk undang-undang agar 

mengembangkan pengaturan pertanggungjawaban pidana secara eksplisit, khususnya 

mengenai unsur mens rea dan actus reus. Selain itu perlu mengatur secara tegas dan 

jelas batasan dalam unsur pengedar narkotika dan permufakatan jahat narkotika guna 

mencapai kepastian hukum dan keadilan.  

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Permufakatan Jahat, Pengedar Narkotika, 

Pertimbangan Hakim, Penyalahguna Narkotika. 



  

ABSTRACT 

 

CRIMINAL LIABILITY OF NARCOTICS DISTRIBUTION OFFENDERS 

WITHOUT CRIMINAL CONSPIRACY  

(A STUDY OF DECISION NUMBER: 93/PID.SUS/2025/PT TJK) 

 

By 

Fernando Setiyanto Saragih 

The narcotics crime case analyzed in this study is the crime of drug dealing without a 

criminal conspiracy in Judgment No. 93/PID.SUS/2025/PT TJK, involving the 

defendant Syamsul Ma’rif bin Ahmad Sakhuri, who was found guilty of personal use 

of Schedule I narcotics. This study aims to analyze the criminal liability of the 

perpetrator as well as the basis for the judge’s considerations in imposing the 

sentence. The research questions in this study are: What is the criminal liability of 

the perpetrator, and what are the judge’s considerations in imposing the sentence. 

This study employs a problem-based approach using a normative framework and 

draws on secondary data by examining primary, secondary, and tertiary legal 

sources. Data collection was supplemented by interviews. Data analysis was 

conducted qualitatively using an inductive method. 

The findings of the investigation indicate that the defendant’s criminal liability 

satisfies the elements of criminal liability, namely the existence of a criminal act, the 

defendant’s capacity to be held liable, the presence of fault in the form of intent, and 

the absence of any exculpatory or justifying grounds. However, the appellate court 

overturned the district court’s decision and classified the defendant as a drug abuser 

under Article 127(1) (a) of the Narcotics Act. The judge’s reasoning in this decision 

was based on three aspects. Legally, the decision was grounded in the facts and valid 

evidence presented in court, taking into account the defendant’s actions and fault, as 

well as the absence of evidence indicating a “meeting of minds” among the 

defendants. Sociologically, the sentencing was intended as a means of social control, 

education, and rehabilitation. Philosophically, the ruling reflects the values of 

justice, legal certainty, and public benefit. 
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The research recommendation is directed at judges to always carefully consider the 

defendant’s guilt and role based on valid legal facts in order to ensure that criminal 

penalties are proportionate and consistent with the objectives of criminal 

punishment. Recommendations are also directed at lawmakers to develop explicit 

provisions on criminal liability, particularly regarding the elements of mens rea and 

actus reus. Furthermore, it is necessary to clearly and explicitly define the 

boundaries of the elements of drug trafficking and criminal conspiracy involving 

narcotics to achieve legal certainty and justice.  

 

Keywords: Criminal Liability, Conspiracy, Drug Trafficker, Judicial Discretion, 

Drug Abuser. 
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MOTTO 

 

Temukan jalan atau ciptakan jalanmu sendiri.  

 

 

Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-

perbuatan adalah mati. 

Yakobus 2 : 26 

 

 

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 

Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 

memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. 

Yesaya 41 : 10 

 

 

Tidak ada hal besar yang pernah dicapai tanpa melalui banyak penderitaan. 

St. Katarina dari Siena 

 

 

Orang mati tidak bisa berteriak untuk keadilan. Adalah kewajiban orang yang hidup 

untuk melakukannya bagi mereka.  

Lois McMaster Bujold 

 

 

Sementara aku bernafas, aku berharap. Sementara aku berharap, aku beriman. 

Sementara aku beriman, aku berbuat. Sebab baik nafas, harapan, iman, dan 

perbuatan kulakukan untuk dan dalam nama Dia yang memberikan semua itu 

padaku. 

Fernando Setiyanto Saragih 
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Terima kasih ya, Allah atas kesempatan yang kau berikan kepadaku. Inilah, hamba-

Mu yang masih Engkau persilahkan memperoleh kasih karunia di tengah segala dosa-

dosaku. Ya, Tuhan ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. 

Dengan jumlah penduduk yang banyak di satu sisi hal tersebut merupakan potensi 

sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, namun di sisi 

lain juga berpotensi menimbulkan beragam persoalan sosial, seperti kepadatan 

penduduk, kesulitan ekonomi, bertambahnya jumlah pengangguran, hingga berujung 

pada berkembangnya tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang saat ini menjadi 

perhatian bersama adalah tindak pidana narkotika yang berkembang semakin pesat di 

Indonesia.  

Merujuk data yang diperoleh dari laman PPATK, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba), Bareskrim 

Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda mengungkapkan ada 38.934 kasus 

peredaran narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025.
1
 Badan Narkotika 

Nasional (BNN) dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI juga menyatakan jumlah 

pengguna narkotika di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 3,3 juta yang 

                                                
1
 PPATK, Konferensi Pers, “38.934 Kasus Narkoba Terungkap dari Januari Hingga Oktober 2025” 

https://www.ppatk.go.id/news/read/1545/38934-kasus-narkoba-terungkap-dari-januari-hingga-oktober-

2025.html, diaìksìes paìdaì 9 Jaìnìuaìri 2026, pìukìul 13.55 WIB. 
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didominasi masyarakat usia produktif antara 15-49 tahun. Data ini berdasarkan survei 

terakhir yang dilakukan pada 2023.
2
  

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh pada laman BRIN, data terbaru 

dari Survei Nasional 2023 menunjukkan prevalensi narkoba mencapai 1,73% atau 

sekitar 3,3 juta dari total penduduk usia 15-64 tahun, dengan catatan bahwa kalangan 

remaja masih sangat rentan terhadap ancaman narkoba.
3
 Keseluruhan data tersebut 

menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika termasuk kejahatan yang berbahaya 

karena peredarannya meliputi semua lapisan masyarakat baik dari masyarakat yang 

memiliki ekonomi menengah ke bawah, maupun masyarakat yang memiliki ekonomi 

atas dan telah merambat ke hampir semua usia baik muda, tua, bahkan anak-anak. 

Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani “narkoun” yang artinya membuat 

lumpuh atau mati rasa, dalam bahasa Inggris disebut “narcotics” yang artinya obat 

bius. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, 

baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
4
  

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi 

sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya 

rangsang. Zat-zat yang termasuk dalam golongan narkotika antara lain opium beserta 

turunannya, seperti morfin, kodein, dan heroin, serta opiat sintetis seperti meperidin 

dan metadon, yang pada penggunaannya dapat menimbulkan efek analgesik sekaligus 

                                                
2
 CNN Indonesia, “BNN Perkirakan Ada 3,3 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia” 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250506152151-12-1226366/bnn-perkirakan-ada-33-juta-

pengguna-narkoba-di-indonesia. ì diaìksìes paìdaì 9 Jaìnìuaìri 2026, pìukìul 14.10 WIB . 
3
 Humas BRIN, “BRIN dan BNN Ukur Pervalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025”, 

https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025, diaìksìes 

paìdaì 9 Jaìnìuaìri 2026, pìukìul 14.14 WIB. 
4
 Wijaìyaìnti Pìuspitaì Dìewi, Pìenjaìtìuhaìn Pidaìnaì Pìenjaìraì Ataìs Tindaìk Pidaìnaì Naìrkotikaì Olìeh Haìkim di 

Baìwaìh Kìetìentìuaìn Minimìum Ditinjaììu Daìri Undaìng-Undaìng Nomor 35 Taìhìun 2009. 
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potensi ketergantungan dan dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya 

berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta 

memberikan ketenangan.
5
 Dalam berbagai penelitian narkotika merupakan zat atau 

obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu,
6
 

namun apabila digunakan tanpa hak atau secara melawan hukum dapat menimbulkan 

akibat yang sangat merugikan baik bagi kesehatan hingga ketertiban masyarakat 

umum. 

Keberadaan narkotika dan peredarannya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek 

yuridis pada dasarnya adalah sah. Undang-Undang Narkotika memperbolehkan 

penggunaan narkotika sepanjang sesuai dengan izin dan ketentuan hukum yang 

berlaku. Namun, dalam praktiknya, narkotika kerap disalahgunakan, tidak lagi untuk 

kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, 

narkotika justru dimanfaatkan sebagai komoditas bisnis yang menguntungkan dan 

berkembang pesat.  

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dampak serius, berupa kerusakan fisik dan 

gangguan mental para penggunanya, terutama di kalangan generasi muda. Di satu sisi 

narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi  lain  dapat  

menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila  dipergunakan tanpa 

adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.
7
 Untuk melakukan 

pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan 

kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah melakukan pengetahuan secara 

                                                
5
 BNN, “Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan” https://bnn.go.id/pengertian-

narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ diaìksìes paìdaì Jìumaìt, 23 Jaìnìuaìri 2026 pìukìul 00.46 WIB. 
6
 Undaìng-Undaìng Nomor 35 Taìhìun 2009 Tìentaìng Naìrkotikaì”. 

7
 M.Zidaìn Ardaìnaì, Maìyaì Shaìfiraì, Firgaìnìefi, Gìunaìwaìn Jaìtmiko, Daìmaìnhìuri Waìrgaìnìegaìraì, Rìesidivis 

Kìejaìhaìtaìn Pìenyaìlaìhgìunaìaìn Naìrkotikaì Pìerspìektif Tìeori Kontrol Sosiaìl, Aliaìnsi: Jìurnaìl Hìukìum, 

Pìendidikaìn daìn Sosiaìl Hìumaìnioraì, Volìumìe 1, No.3, 2024, hlm. 3. 



4 
 

hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika 

terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.
8
 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Polda Lampung mencatat 

peningkatan kasus tindak pidana narkotika tahun 2022 dimana terdapat 1.516 kasus 

terjadi di provinsi Lampung dan kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan kasus 

tertinggi, yaitu 219 kasus.
9
 Sementara itu berdasarkan data statistik P4GN triwulan I 

2025, Provinsi Lampung menempati posisi ke-9 urutan kasus narkoba terbanyak 

dengan jumlah kasus 409 kasus.
10

 Meningkatnya tindak pidana narkotika pada 

umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, bagi para produsen dan 

pengedar, peredaran narkotika menawarkan keuntungan yang sangat besar. Kondisi 

ini tidak terlepas dari sulitnya situasi ekonomi masyarakat dalam memperoleh 

penghasilan, sehingga sebagian orang memilih jalan kriminal dengan menjadi 

pengedar narkotika karena dianggap mampu memberikan imbalan atau keuntungan 

tinggi dalam waktu singkat. Kedua, bagi para pengguna, narkotika sering dipandang 

sebagai sarana untuk memperoleh rasa tenang, nyaman, dan ketentraman sementara.  

Menyikapi persoalan narkotika yang kian meningkat, Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merumuskan suatu peraturan 

yang mengakomodir tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Bab XV 

Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika. Sementara ketentuan mengenai sanksi 

pidananya terdapat pada Pasal 127 yang diberlakukan bagi penyalah guna atau 

pecandu narkotika, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 merupakan Pasal yang 

digunakan terhadap seseorang atau pihak yang memiliki narkotika dalam lingkup 

peredaran gelap narkotika seperti menjual, menyimpan, menyediakan secara melawan 

hukum, dan sebagainya serta Pasal 132 yang digunakan untuk menjerat pelaku 

                                                
8
 Siswaìnto, Politik Hìukìum Daìlaìm Undaìng-Undaìng Naìrkotikaì, Jaìkaìrtaì, Rinìekaì Ciptaì, 2012, hlm. 11. 

9
 BPS Provinsi Lampung, “Masih Terdapat 1.516 Kasus Kejahatan Terkait Narkotika di Provinsi 

Lampung pada Tahun 2022” https://laìmpìung.bps.go.id/id/nìews/2024/06/26/372/maìsih-tìerdaìpaìt-1-516-

kaìsìus-kìejaìhaìtaìn-tìerkaìit-naìrkotikaì-di-provinsi-laìmpìung-paìdaì-taìhìun-2022.html diaìksìes paìdaì Jìumaìt, 13 

Maìrìet 2026 pìukìul 06.46 WIB. 
10

 BNN, “Infografis Triwulan I”, https://pìuslitdaìtin.bnn.go.id/kontìen/ìunggaìhaìn/2025/06/Infograìfis-

TW-1-2025.pdf diaìksìes paìdaì 13 Maìrìet 2026 pìukìul 07.00 WIB. 
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permufakatan jahat dari semua bentuk tindak pidana narkotika. Tujuan undang-

undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan 

pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan 

narkotika, serta memberantas peredaran gelap narkotika.  

Undang-Undang Narkotika menjelaskan jenis  dari  tindak  pidana  narkotika,  seperti  

produksi  narkoba,  import,  eksport, pengedaran,  penyimpanan,  kepemilikan,   

perlindungan,
11

 dan penyalahgunaan narkotika. Dari berbagai jenis tersebut, yang 

paling sering terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan bagi diri sendiri dan 

pengedaran narkotika. Namun di luar itu dikenal pula tindak pidana permufakatan 

jahat. Permufakatan jahat adalah persekongkolan dua orang atau lebih untuk 

merencanakan suatu tindak pidana yang telah disepakati atau dipersiapkan, meskipun 

perbuatan utamanya belum dilaksanakan. Ketentuan mengenai permufakatan jahat 

dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 

Narkotika. 

Setiap pelaku tindak pidana narkotika tentunya harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya secara proporsional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan 

dengan undang-undang atau peraturan yang menjeratnya. Hal ini disebut juga sebagai 

pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk untuk 

menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 

atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana menganut 

asas kesalahan, suatu asas yang dapat memidana seseorang pelaku delik dimana 

selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur 

kesalahan. Dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding melalui Putusan 

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK tidak 

menemukan kesalahan terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat narkotika 

                                                
11

 Zìein Raìshìeìed Khaìnnaì, Zìulkaìrnaìin Ridlwaìn, Rinaìldy Amrìullaìh, Mìuhtaìdi, Hìeni Siswaìnto, 

Haìrmonisaìsi BNN daìn BIN daìlaìm Pìembìeraìntaìsaìn Tindaìk Pidaìnaì Naìrkotikaì Traìnsnaìsionaìl. Jìurnaìl 

Hìukìum Lìex Gìenìeraìlis, 6 (7), hlm. 4. 
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dengan Saksi Arkaan Wahyu Pratama dan meragukan keterlibatannya dalam 

melakukan permufakatan jahat.  

Permufakatan jahat diatur secara umum dalam Pasal 88 KUHP Lama dan Pasal 13 

ayat (1) KUHP Nasional. Sedangkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika mengatur 

secara khusus permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Secara konseptual, 

pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sejalan dengan 

pengertian dalam Pasal 88 KUHP lama maupun Pasal 13 ayat (1) KUHP Nasional, 

yang memiliki unsur pokok berupa perencanaan yang disertai kesepakatan dua orang 

atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana, dapat dikatakan tindak pidana yang 

disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Kemudian, jika 

ditinjau dari ketiga ketentuan tersebut, secara expressis verbis terdapat frasa “akan” 

dan “untuk” yang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak ditujukan pada 

perbuatan yang telah selesai dilakukan (voltooid delict), melainkan pada tahap 

perencanaan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, melainkan cukup 

dengan adanya kesepakatan saja tanpa perlu dilakukannya tindak pidana pokoknya 

agar dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat.
12

  

Perkara ini menunjukkan adanya dugaan pengedar narkotika yang tidak dapat 

dibuktikan secara jelas unsur permufakatan jahat, yang menyebabkan unsur tersebut 

tidak terbukti sehingga majelis hakim tingkat banding dalam amar putusannya 

menyatakan bahwa Terdakwa Syamsul Ma’arif bin Ahmad Sakhuri telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana penyalah guna 

narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan 

alternatif ketiga. Ketiadaan bukti yang cukup dalam perkara ini jelas menimbulkan 

persoalan yang berujung pada keraguan hakim dalam menilai peran dan keterlibatan 

Terdakwa dalam kasus ini. Pada dasarnya putusan tersebut telah sejalan dengan 

                                                
12

 Mohaìmmaìd Khaìirìul Mìuqorobin, Pìermìufaìkaìtaìn Jaìhaìt daìn Pìenyìertaìaìn daìlaìm Tindaìk Pidaìnaì 

Naìrkotikaì, Dìuaì Konsìep Bìerbìedaì yaìng Dipaìhaìmi Saìtìu Maìknaì 

https://maìrinìews.maìhkaìmaìhaìgìung.go.id/aìrtikìel/pìermìufaìkaìtaìn-jaìhaìt-daìn-pìenyìertaìaìn-tindaìk-pidaìnaì-

naìrkotikaì-0jA, diaìksìes paìdaì 2 Fìebrìuaìri 2026 Pìukìul 11.40 WIB. 
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prinsip in dubio pro reo yang mewajibkan hakim memutuskan sanksi yang paling 

menguntungkan terdakwa jika ada keraguan dalam pembuktian. Namun, perlu dilihat 

apakah pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa 

dalam perkara ini telah tepat dan proporsional berdasarkan fakta yang terungkap 

dalam persidangan. 

Peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, 

saat saksi Arkaan Wahyu Pratama menerima panggilan dari seseorang bernama 

Ridwan berstatus DPO. Dalam komunikasi tersebut, Ridwan menawarkan kepada 

saksi Arkaan Wahyu Pratama untuk menerima serta mengantarkan narkotika jenis 

ekstasi dan sabu dengan imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

apabila pekerjaan tersebut berhasil dilaksanakan. Setelah menerima tawaran tersebut, 

saksi Arkaan Wahyu Pratama kemudian menghubungi Terdakwa Syamsul Ma’arif 

dengan maksud meminta Terdakwa untuk menemaninya menuju daerah Tegineneng 

dengan dalih akan membeli “ikan” yang dimaksudkan sebagai kode untuk pil ekstasi. 

Atas ajakan tersebut, Terdakwa menyatakan kesediaannya dan berjanji akan datang 

ke rumah saksi sekitar pukul 17.00 WIB. 

Terdakwa Syamsul Ma’arif, pada waktu yang telah disepakati datang ke rumah saksi 

Arkaan Wahyu Pratama kemudian keduanya berangkat menuju daerah Tegineneng. 

Sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di lokasi tersebut, saksi Arkaan Wahyu 

Pratama menghubungi seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan Ridwan 

(DPO). Setelah menunggu kurang lebih satu jam, sekitar pukul 22.00 WIB, seorang 

laki-laki mendatangi mereka dan menyerahkan sebuah plastik berwarna hitam kepada 

saksi Arkaan Wahyu Pratama. Setelah barang tersebut diterima, saksi Arkaan Wahyu 

Pratama bersama terdakwa segera kembali menuju rumah saksi. Setibanya di rumah 

saksi Arkaan Wahyu Pratama, saksi Arkaan Wahyu Pratama menghubungi Ridwan 

(DPO) dan memberitahukan bahwa dirinya telah sampai di rumah. Menanggapi hal 

tersebut, Ridwan memerintahkan agar sebanyak 440 butir pil ekstasi diberikan kepada 

seseorang tertentu serta memberikan nomor telepon orang yang dimaksud.  
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Selanjutnya saksi Arkaan Wahyu Pratama menghubungi nomor telepon tersebut dan 

meminta orang tersebut untuk datang ke rumahnya. Orang yang tidak diketahui 

identitasnya itu kemudian menyatakan sedang dalam perjalanan menuju lokasi. 

Sebelum orang tersebut tiba, saksi Arkaan Wahyu Pratama membuka plastik hitam 

yang sebelumnya diterimanya di dalam kamar dan menyisihkan sejumlah pil ekstasi, 

yang jumlahnya tidak diketahui oleh Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 

2024 sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa melihat saksi Arkaan Wahyu Pratama 

sedang memisahkan sebagian pil ekstasi tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui 

jumlahnya.  

Setelah selesai melakukan pemisahan, sekitar pukul 00.30 WIB saksi Arkaan Wahyu 

Pratama keluar rumah seorang diri untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada 

seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Setelah saksi Arkaan Wahyu Pratama 

kembali, sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menerima imbalan dari saksi Arkaan 

Wahyu Pratama berupa narkotika jenis sabu sebanyak satu sekop kecil karena telah 

menemaninya mengambil pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminjam alat 

hisap atau bong milik saksi Arkaan Wahyu Pratama, kemudian memasukkan sabu 

tersebut ke dalam pipa kaca atau pirek di ruang tamu, memanaskannya, dan 

menghisapnya sendiri sebanyak kurang lebih empat kali hisapan. 

Hakim wajib memberikan pertimbangan hukumnya dalam putusan. Sementara, 

pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan berupa dolus 

(kesengajaan) atau culpa (kelalaian) dalam tindakan pelaku. Kedua hal tersebut harus 

berjalan beriringan agar putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan substantif. 

Pada kasus ini hakim tingkat banding dalam pertimbangannya tidak menemukan 

kesalahan terdakwa sekaligus meragukan keterlibatan terdakwa melakukan 

permufakatan jahat dengan Saksi Arkaan Wahyu Pratama dalam menerima narkotika 

jenis ekstasi dan sabu-sabu untuk diedarkan kembali oleh Saksi Arkaan Wahyu 

Pratama kepada orang lain.  
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Majelis hakim menilai bahwa terdakwa hanyalah menemani saksi dan tidak 

menemukan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi sehingga majelis hakim hanya 

menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tentang 

penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Berbeda dengan pertimbangan majelis 

hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan permufakatan jahat menerima narkotika sebagaimana diatur 

dalam Pasal 114 jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena majelis hakim menilai 

terdapat unsur perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat 

melakukan tindak pidana narkotika dimana peran masing-masing yaitu terdakwa 

bersama saksi Arkaan Wahyu Pratama mendapatkan barang bukti berupa 9 

(sembilan) buah plastik bening ukuran sedang berisi pil ekstasi sebanyak 530 (lima 

ratus tiga puluh butir), 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dari Ridwan (DPO). 

Hukum pidana menjelaskan bahwa setiap terdakwa berhak untuk diadili berdasarkan 

pembuktian yang sah, pertimbangan hukum yang objektif, serta putusan yang 

menjamin kepastian hukum, hal ini berarti bahwa setiap orang yang berhadapan 

dengan hukum berhak memperoleh perlakuan yang adil, tidak sewenang-wenang, 

serta diputus berdasarkan pembuktian yang sah dan pertimbangan hukum yang 

objektif. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang 

menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang 

ditentukan undang-undang. Namun dalam mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa 

permasalahan pada pembuktian narkotika khususnya keterbatasan alat bukti berupa 

keterangan saksi yang secara langsung mengetahui peran terdakwa.  

Banyak perkara narkotika pada praktiknya hanya bertumpu pada penangkapan 

tertangkap tangan, barang bukti narkotika, serta keterangan aparat penegak hukum 

sebagai saksi, sementara saksi yang mengetahui secara jelas hubungan dan peran 

antar pelaku sulit dihadirkan di persidangan, kondisi tersebut sama halnya terjadi 

pada perkara yang menjadi objek penelitian ini, yang pada akhirnya berdampak pada 

keraguan hakim dalam menilai peran dan kesalahan terdakwa. 



10 
 

Pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya rumusan 

pasal secara normatif, melainkan sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang 

memuat penilaian hakim terhadap pembuktian guna mengungkap peran terdakwa dan 

kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan secara faktual dan meyakinkan. Hal 

tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK, putusan 

tersebut memperlihatkan bahwa tidak seluruh unsur pasal yang didakwakan dapat 

dibuktikan secara sah dan meyakinkan, khususnya terkait peran terdakwa dalam 

perkara ini. Namun, timbul permasalahan apakah putusan tersebut sudah sesuai dan 

sudah mengakomodir kesalahan terdakwa. Keadaan ini menegaskan bahwa penentuan 

pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada ketepatan hakim dalam menilai 

kesesuaian antara perbuatan yang benar-benar dilakukan terdakwa dengan unsur-

unsur delik yang didakwakan, bukan semata-mata pada konstruksi yuridis yang 

dirumuskan oleh penuntut umum, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana 

terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan,
13

 demikian pula tidaklah adil 

apabila seseorang diminta mempertanggungjawabkan perbuatan yang sebenarnya 

tidak dilakukan olehnya meskipun putusan yang dijatuhkan cenderung lebih ringan. 

Perbedaan vonis yang dijatuhkan hakim pada setiap tingkatan terhadap perkara yang 

diteliti dirangkum pada tabel perbandingan berikut: 

Tingkat Amar Putusan Dasar Penjatuhan 

Putusan 

Pidana 

Pertama Menyatakan Terdakwa 

Syamsul Ma’rif terbukti 

secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana 

permufakatan jahat pengedar 

narkotika dalam hal 

menerima narkotika 

Pasal 114 ayat (2) 

jo. Pasal 132 ayat 

(1) UU Narkotika. 

Pidana penjara 

selama 5 (lima) 

tahun dan denda 

sebesar 

Rp1.000.000.000,- 

(satu miliar rupiah) 

dengan ketentuan 

                                                
13

 Pìetìer Gilliìes, Criminaìl Laìw, Thìe Laìw Book Compaìny, Sidnìey, 1990, hlm. 43. 
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golongan I bukan tanaman 

yang beratnya melebihi 5 

(lima) gram 

apabila denda tidak 

dibayar maka diganti 

dengan pidana 

penjara selama 6 

(enam) bulan. 

Banding Menyatakan Terdakwa 

Syamsul Ma’rif terbukti 

secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana 

penyalahguna narkotika 

golongan I bagi diri sendiri 

Pasal 127 ayat (1) 

huruf a UU 

Narkotika. 

Pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun. 

Perbedaan penilaian tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam memahami 

kesalahan/mens rea permufakatan jahat, yaitu sejauh mana pengetahuan (knowledge) 

dan kehendak (will) terdakwa terhadap kesepakatan atau persekongkolan yang 

dilakukan saksi Arkaan Wahyu Pratama dengan Ridwan (DPO) dapat dibuktikan 

melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan serta menilai apakah perbuatan 

terdakwa yang berperan mendampingi terdakwa mengambil narkotika dan menerima 

upah dari saksi Arkaan Wahyu Pratama dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan 

jahat. Oleh karena itu, kajian terhadap dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi 

dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini menjadi penting untuk menilai 

sejauh mana kualifikasi unsur permufakatan jahat dalam perkara ini, telah didasarkan 

pada fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pemidanaan 

yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan putusan yang proporsional serta 

mengakomodir keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perkara ini 

dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika Tanpa Permufakatan Jahat (Studi Putusan Nomor 93/PID.SUS/2025/PT 

TJK)”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedar 

narkotika tanpa permufakatan jahat?  

b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pengedar narkotika tanpa permufakatan jahat? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun 

hukum pidana formil, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

pengedar narkotika tanpa permufakatan jahat berdasarkan Putusan Nomor 

93/PID.SUS/2025/PT TJK, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara ini. Ruang lingkup mencakup kajian terhadap putusan hakim yang 

menjatuhkan pemidanaan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fokus pada pertimbangan hukum, 

alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta penerapan asas in dubio pro reo 

dalam hukum pidana. Penelitian ini dibatasi pada analisis putusan banding 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan pertimbangan hakim di tingkat banding. 

Penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2026. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedar 

narkotika tanpa permufakatan jahat; 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pengedar narkotika tanpa permufakatan jahat. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini meliputi teoritis dan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman terhadap kajian 

ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan 

tindak pidana pengedar narkotika tanpa permufakatan jahat dalam Putusan Nomor: 

93/PID.SUS/2025/PT TJK. Selanjutnya dapat menjadi kumpulan pedoman atau 

literatur di perpustakaan pada bagian ilmu hukum bagi penulis-penulis lain. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran 

dan kontribusi ilmiah, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, dalam kaitannya 

dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika khususnya 

pelaku tindak pidana pengedar narkotika tanpa permufakatan jahat dalam Putusan 

Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan suatu pemikiran yang bersifat abstrak yang digunakan 

sebagai dasar yang relevan untuk melaksanakan penelitian hukum.
14

 Kerangka 

teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan 

yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian. Dalam hal ini 

penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut: 

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah "kesediaan untuk menanggung akibat pidana atas 

suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum".
15

 Artinya pertanggungjawaban pidana 

merujuk pada kewajiban seseorang sebagai pelaku untuk bertanggung jawab atas 

tindakan yang bertentangan atau melawan hukum menurut hukum pidana. Dalam 

                                                
14

 Soìerjono Soìekaìnto, Pìengaìntaìr Pìenìelitiaìn Hìukìum, UI Prìess, Jaìkaìrtaì, 2010, hlm. 124. 
15

 Sìudaìrto. Hìukìum Pidaìnaì I. Sìemaìraìng: Faìkìultaìs Hìukìum Univìersitaìs Diponìegoro, 1986, hlm. 47. 
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sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum positif saat ini terdapat 

asas yang menjadi dasar dalam konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu asas 

kesalahan dan asas legalitas.  

Kedua asas tersebut merupakan bagian paling krusial dalam menentukan 

pertanggungjawaban pidana, karena disamping asas legalitas yang mengatur tentang 

tidak dapatnya dipidana seseorang atas perbuatan yang belum diatur dalam suatu 

aturan hukum, asas kesalahan mengatur tentang tidak dapat dipidana seseorang tanpa 

adanya kesalahan atau biasa dikenal dengan asas “geen straf zonder schuld”. Oleh 

karena itu terjadinya pertanggungjawaban pidana tidak luput dari adanya kesalahan 

dari pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu telah diatur 

sebelumnya dalam suatu aturan hukum. Kesalahan dalam hukum pidana dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Kesengajaan (dolus) 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) Tahun 1809 

dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam Memori 

Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek 

Tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), 

dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu 

kejahatan tertentu”.
16

 Sedangkan menurut Wirjono kesengajaan terbagi menjadi 3 

(tiga) jenis, yaitu: 

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk). Dalam kesengajaan yang 

bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar benar menghendaki 

mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. 

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori 

bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan 

akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. 

b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn). 

Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 

                                                
16

 Faìdliaìn, Aryo “Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì Daìlaìm Sìuaìtìu Kìeraìngkaì Tìeoritis” Faìkìultaìs Hìukìum 

Univìersitaìs Singaìpìerbaìngsaì Kaìraìwaìng, Jìurnaìl Hìukìum Positìum Vol.5, No.2, Dìes 2020. 
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perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari 

delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn). 

Sementara, kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap 

terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan 

belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus 

ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka 

apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. 

 

2. Kelalaian (culpa) 

Undang-Undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian, namun 

hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa 

kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Menurut MvT culpa itu 

kebalikan dari sengaja tetapi bukan pula kebetulan. Dengan demikian dapat dikatakan 

kelalaian (culpa) adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana akibat kurang 

berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu yang menjadi akibat dari kelalaian 

itu terjadi.  

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan 

terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan 

hukum, lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian 

tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur unsur kesalahan harus 

dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam hukum pidana, 

prinsip pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap individu yang melakukan 

tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan beratnya tindak 

pidana tersebut. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk penegakan hukum pidana 

yang efektif dan adil. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila 

terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang telah ditentukan di dalam undang-

undang. Namun tidak cukup hanya melakukan tindak pidana untuk dikenakan pidana, 

selain harus memiliki unsur kesalahan yang mendasari tindakannya pelaku juga harus 

mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan kata lain pertanggungjawaban 

pidana bukan hanya soal perbuatan melawan hukum (actus reus) tetapi juga 
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menyangkut kesalahan (mens rea) dan kemampuan pelaku untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Menurut Moeljatno terdapat beberapa faktor wajib yang harus dipenuhi untuk 

menentukan kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, yaitu: 

a. Melakukan perbuatan pidana; 

b. Mampu bertanggung jawab; 

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan 

d. Tidak adanya alasan pemaaf.
17

 

Sedangkan menurut Sudarto untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus 

memenuhi beberapa unsur: 

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat; 

b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya berupa kesegajaan (dolus) 

atau kealpaan (culpa) ini disebut sebagai bentuk kesalahan dan; 

c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf 

Sudarto juga berpendapat bahwa seseorang yang dipidana tidaklah cukup apabila 

orang tersebut telah melakukan tindakan yang berlawan atau bertentangan dengan 

hukum. Walaupun tindakan tersebut sudah memenuhi delik-delik dalam undang-

undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hak tersebut belum dapat memenuhi 

kriteria atau syarat penjatuhan pidana. Syarat lain untuk penjatuhan pidana tersebut, 

yaitu orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki kesalahan, orang tersebut 

harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut pandang 

tindakan yang dilakukan, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
18

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang 

melakukan tindak pidana dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana 

apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. 

 

                                                
17

 Moìeljaìtno “Asaìs-Asaìs Hìukìum Pidaìnaì”, Binaì Aksaìraì. Jaìkaìrtaì, 2007.  hlm. 49. 
18

 Haìnaìfi Amraìni daìn Maìhrìus Ali, Sistìem Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn Pidaìnaì Pìerkìembaìngaìn daìn 

Pìenìeraìpaìn, Raìjaìwaìli Prìess, Jaìkaìrtaì, 2015, hlm. 22. 
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b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang undang untuk mengadili. Selain itu, mengadili diartikan 

sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang hakim untuk menganalisis, 

menerima, dan memutus suatu tindak pidana secara tidak memihak sesuai dengan 

hukum (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
19

 

Dalam sistem peradilan pidana, hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman 

yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan hakim sebagai penegak hukum 

mengharuskan setiap putusan yang dijatuhkan didasarkan pada hukum yang berlaku, 

nilai keadilan, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menurut Pasal 14 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

sebuah putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat 

rahasia, ayat (2) di pasal yang sama menegaskan bahwa dalam sidang 

permusyawaratan itu setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangannya atau 

pendapat tertulis terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, yang mana hal 

tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan tersebut. 

Sedangkan pengertian putusan pengadilan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP 

menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini. 

Pada prinsipnya, putusan hakim dibuat untuk memberikan jawaban atas permasalahan 

hukum yang diajukan kepadanya. Dalam asas ius curia novit, hakim dianggap 

mengetahui dan memahami hukum, sehingga dalam menjatuhkan putusan, hakim 

                                                
19
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harus memahami persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya dengan disertai 

pertimbangan hukum yang memadai dan dapat diterima secara rasional. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pertimbangan adalah pendapat 

tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau 

keputusan sedangkan pengertian pertimbangan hakim sendiri ialah “serangkaian 

alasan, pemikiran, dan dasar argumentasi yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan 

suatu putusan, yang bersumber dari norma hukum, doktrin, dan rasa keadilan 

masyarakat.
20

  

Pertimbangan hakim merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim 

dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mengkualifikasikan 

perbuatan terdakwa, serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam 

memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan pengadilan karena memuat alasan yuridis yang menjadi 

dasar penjatuhan amar putusan.
21

 Sudarto menyatakan bahwa, pertimbangan hakim 

mencerminkan penerapan hukum pidana secara konkret terhadap peristiwa pidana 

tertentu, dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, 

serta pertanggungjawaban pidana.
22

 Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak 

hanya bersifat formil, tetapi juga substantif.  

Pertimbangan hakim adalah salah satu bagian esensial dalam putusan pengadilan 

yang memuat alasan-alasan yuridis dan non-yuridis yang menjadi dasar pengambilan 

putusan. Pertimbangan ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara fakta 

hukum, alat bukti, dan ketentuan hukum yang diterapkan, dengan demikian putusan 

yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan sosial 

sehingga memenuhi rasa keadilan. Dalam hal ini hakim tidak hanya sebagai corong 

undang-undang tetapi juga sebagai penemu hukum (rechtvinding), di mana hakim 
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berperan aktif dalam menafsirkan dan menciptakan norma hukum yang sesuai dengan 

nilai keadilan. 

Menurut Ahmad Rifai aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, harus dipertimbangkan 

dalam putusan hakim, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan 

dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada 

keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (morale justice) dan keadilan 

masyarakat (social justice). 

1. Aspek yuridis, merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan 

kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang 

harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan 

dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-

undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika 

ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan 

keadilan; 

2. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan; 

3. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di 

masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan 

pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu 

mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya 

sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. 

Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan 

diterima oleh masyarakat.
23

 

2. Konseptual 

Menurut Soerjono Soekanto, konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan 

dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.
24

 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis 

memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam 

memahami tulisan ini. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan oleh 

penulis sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah mekanisme yang 

digunakan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat 
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dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana yang telah terjadi. Agar 

pelaku dapat dikenai pidana, tindakan yang dilakukan harus memenuhi unsur-

unsur yang ditetapkan dalam undang-undang.
25

 

b. Pelaku tindak pidana adalah setiap individu yang melakukan perbuatan yang 

melanggar atau bertentangan dengan hukum sebagaimana dirumuskan dalam 

undang-undang. Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana diperlukan untuk 

menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.
26

 

c. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi 

sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya 

rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa 

narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang 

memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan 

kecanduan. 

d. Penyalah guna narkotika merupakan penggunaan narkotika yang dilakukan tidak 

untuk maksud pengobatan, namun karena ingin menikmati pengaruhnya dalam 

jumlah berlebih, di luar pengawasan dan pengendalian dimana akibatnya 

membahayakan kehidupan manusia baik pengguna maupun masyarakat dan 

negara. 

e. Pengedar narkotika adalah setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan 

hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika, baik 

dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, maupun menyerahkan narkotika kepada 

pihak lain. 

f. Permufakatan jahat adalah kondisi dimana apabila terdapat 2 (dua) orang atau 

lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Permufakatan jahat 

mensyaratkan adanya kesepakatan kehendak antara pelaku dengan pihak lain. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing 

isinya akan diuraikan dan setiap bab mempunyai hubungan satu sama lain, 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta 

Sistematika Penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan 

penelitian, terdiri dari tinjauan umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana, 

Tindak Pidana Pengedar Narkotika, dan Permufakatan Jahat. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang 

berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Tanpa 

Permufakatan Jahat (Studi Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK). 

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan 

kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang. 



  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai 

pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda torekenbaarheid, dalam bahasa 

Inggris criminal responsibility atau criminal liability. Menurut Roeslan Saleh, 

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif 

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat 

dipidana karena perbuatannya itu.
27

 Yang dimaksud celaan objektif disini merupakan 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan perbuatan bertentangan 

dengan hukum termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum formil maupun hukum 

materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada si pembuat 

perbuatan yang dilarang tersebut atau dengan kata lain orang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.  

Pìertanggìungjawaban pidana mìerìupakan konsìep fìundamìental dalam hìukìum pidana 

yang bìerkaitan dìengan pìenìentìuan dapat ataìu tidaknya sìesìeorang dijatìuhi pidana atas 

pìerbìuatan yang dilakìukannya. Konsìep ini mìenìegaskan bahwa pìemidanaan hanya 

dapat dijatìuhkan apabila pìerbìuatan yang dilakìukan mìemìenìuhi ìunsìur tindak pidana 

dan pìelakìunya dapat dipìertanggìungjawabkan sìecara hìukìum. Dìengan dìemikian, 

pìertanggìungjawaban pidana tidak sìemata-mata bìeroriìentasi pada pìerbìuatan yang 

dilarang, tìetapi jìuga pada sìubjìek hìukìum yang mìelakìukan pìerbìuatan tìersìebìut. Ataìu 
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dìengan kata lain pìertanggìungjawaban pidana diartikan sìebagai sìuatìu bìentìuk ìuntìuk 

mìenìentìukan apakah sìeorang tìerdakwa dipìertanggìungjawabkan atas sìuatìu tindak 

pidana yang tìerjadi. Dalam pìertanggìungjawaban pidana maka bìeban 

pìertanggìungjawaban dibìebankan kìepada pìelakìu pìelanggar tindak pidana. Olìeh karìena 

itìu, sìesìeorang tidak dapat dimintai pìertanggìungjawaban pidana apabila ia tidak 

mìelakìukan sìuatìu tindak pidana.  

Pìertanggìungjawaban pidana hanya dapat dibìebankan kìepada individìu yang tìerbìukti 

mìelakìukan pìerbìuatan yang dikìualifikasikan sìebagai kìejahatan mìenìurìut hìukìum 

pidana. Kìebìeradaan sìuatìu tindak pidana bìerlandaskan pada asas lìegalitas, sìedangkan 

dasar pìemidanaan tìerhadap pìelakìunya didasarkan pada asas kìesalahan. Sìehingga 

sìesìeorang yang mìelakìukan tindak pidana hanya dapat dijatìuhi pidana apabila 

pìerbìuatan tìersìebìut dilakìukan dìengan adanya kìesalahan yang dapat 

dipìertanggìungjawabkan sìecara hìukìum. Sìudarto sìebagaimana dikìutip olìeh Mahrìus Ali 

mìengìemìukakan sìebagai bìerikìut: “dipidananya sìesìeorang tidaklah cìukìup apabila 

orang itìu tìelah mìelakìukan pìerbìuatan yang bìertìentangan dìengan hìukìum ataìu bìersifat 

mìelawan hìukìum Jadi, mìeskipìun pìerbìuatan tìersìebìut mìemìenìuhi rìumìusan dìelik 

dalam ìundang-ìundang dan tidak dibìenarkan, namìun hal tìersìebìut bìelìum mìemìenìuhi 

syarat pìenjatìuhan pidana. Untìuk pìemidanaan masih pìerlìu adanya syarat ìuntìuk 

pìenjatìuhan pidana, yaitìu orang yang mìelakìukan pìerbìuatan itìu mìempìunyai kìesalahan 

ataìu bìersalah. 

Moìeljatno mìengatakan, “Orang tidak bisa dimintai p ìertanggìungjawaban (dihìukìum) 

jika tidak mìelakìukan kìejahatan”. Pada prinsipnya, tanggìung jawab pidana bìergantìung 

pada dilakìukannya satìu kìejahatan. Lìebih lanjìut mìenìurìut Moìeljatno, 

pìertanggìungjawaban pidana bìerkaitan ìerat dìengan kìesalahan pìelakìu, karìena tidaklah 

adil mìenjatìuhkan pidana kìepada sìesìeorang yang tidak mìemiliki kìesalahan. 

Pandangan ini sìejalan dìengan asas gìeìen straf zondìer schìuld, yang mìenìegaskan bahwa 

pidana hanya dapat dijatìuhkan apabila tìerdapat kìesalahan pada diri pìelakìu. Kìesalahan 

tìersìebìut mìencakìup ìunsìur kìesìengajaan (dolìus) ataìu kìealpaan (cìulpa), yang mìenjadi 

dasar pìenilaian tìerhadap sikap batin pìelakìu dalam mìelakìukan tindak pidana. Kapan 
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sìesìeorang dikatakan mìempìunyai kìesalahan dalam mìelakìukan tindak pidana tìersìebìut, 

mìerìupakan hal mìenyangkìut masalah pìertanggìungjawaban pidana. Sìesìeorang 

mìempìunyai kìesalahan bilamana mìelakìukan tindak pidana, dilihat dari sìegi 

kìemasyarakatan ia dapat dicìela olìeh karìena pìerbìuatan tìersìebìut. Kìesalahan dalam 

pìengìertian sìelìuas-lìuasnya, yang dapat disamakan dìengan pìengìertian 

pìertanggìungjawaban dalam hìukìum pidana, di dalamnya tìerkandìung makna dapat 

dicìelanya si pìembìuat atas pìerbìuatannya. Dalam hìubìungan kìesalahan dìengan 

pìertanggìungjawaban, van Bìemmìelìen dan van Hatìum bìerìepìendapat sìebagai bìerikìut, 

"Hìet rìuimstìe schìuldbìegrip, warìen dìus allìe bìestanddìelìen zijn opgìenomìen wìelkìe 

iìemand voor ìeìen wìedìerrìechtìelijkìe gìedraging strafrìechtìelijk aansprakìelijk makìen, 

omvat, al hìetgìeìen psychisch is aan dìet complìex, dat bìestaat ìuit ìeìen strafbaar fìeit ìen 

zijn dìeswagìe strafarìe dadìer” (Pìengìertian kìesalahan yang paling lìuas mìelipìuti 

sìemìua ìunsìur yang mana sìesìeorang dipìertanggìungjawabkan mìenìurìut hìukìum pidana 

tìerhadap pìerbìuatan mìelawan hìukìum, mìencakìup sìemìua hal yang bìersifat psikis sìecara 

komplìeks bìerìupa pìerbìuatan pidana dan pìelakìunya).
28

 Jadi apabila dikatakan orang 

bìersalah mìelakìukan sìesìuatìu tindak pidana, maka itìu bìerarti bahwa ia dapat dicìela atas 

pìerbìuatannya.
29

 

Pìertanggìungjawaban pidana jìuga sangat ìerat kaitannya dìengan sìubjìek hìukìum sìebagai 

pìelakìu tindak pidana. Sìelain ìunsìur kìesalahan, kìemampìuan bìertanggìung jawab sìubjìek 

hìukìum jìuga mìerìupakan syarat pìenting dalam pìertanggìungjawaban pidana. 

Kìemampìuan bìertanggìung jawab mìenìunjìuk pada kìeadaan kìejiwaan pìelakìu yang 

mìemìungkinkan dirinya mìemahami arti dan akibat pìerbìuatannya sìerta mìengìendalikan 

kìehìendaknya sìesìuai dìengan norma hìukìum. Sìesìeorang yang tidak mìemiliki 

kìemampìuan bìertanggìung jawab tidak dapat dimintai pìertanggìungjawaban pidana 

mìeskipìun pìerbìuatannya mìemìenìuhi ìunsìur tindak pidana. Dalam mìemahami kapan 
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sìesorang mìemiliki kìemampìuan bìertanggìungjawab mìenìurìut Satochid Kartanìegara ada 

tiga syarat ìuntìuk sìesìeorang dapat dianggap mampìu bìertanggìung jawab, yaitìu: 

1. Kìeadaan jiwa yang normal, sìehingga orang tìersìebìut mìemiliki kìemampìuan ìuntìuk 

mìenìentìukan kìehìendaknya tìerhadap pìerbìuatan yang akan dilakìukannya; 

2. Kìeadaan jiwa orang tìersìebìut harìuslah sìedìemikian rìupa sìehingga ia mìemiliki 

kìemampìuan ìuntìuk mìemahami nilai dari pìerbìuatannya dan konsìekìuìensinya; 

3. Kìeadaan jiwa orang tìersìebìut harìuslah sìedìemikian rìupa sìehingga ia dapat 

mìenyadari dan mìemahami bahwa pìerbìuatan yang akan dilakìukannya adalah 

tindakan yang tìercìela, tidak dibìenarkan olìeh hìukìum, ataìu tidak ditìerima olìeh 

masyarakat sìerta norma-norma sìusila.
30

 

Pìendìekatan lain dalam mìemahami kontìeks sìerìupa mìerìujìuk pada rìumìusan Pasal 44 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP), yang bìerlakìu ìumìum ìuntìuk 

sìemìua bìentìuk pìerbìuatan yang bìerbìunyi: "barang siapa mìelakìukan pìerbìuatan yang 

tidak bisa dipìertanggìungjawabkan kìepadanya sìebab jiwanya cacat di dalam 

pìertìumbìuhan ataìupìun tìerganggìu sìebab cacat, tidak bisa dipidana". Pasal tìersìebìut 

mìengatìur dìua kondisi jiwa yang mìembìuat sìesìeorang tidak mampìu bìertanggìung 

jawab. Dìengan kata lain, sìesìeorang dianggap mampìu bìertanggìung jawab atas tindak 

pidana jika tidak mìemìenìuhi dìua kondisi tìersìebìut, yaitìu jika kondisi jiwanya tidak 

cacat dalam pìertìumbìuhannya ataìu tidak tìerganggìu olìeh pìenyakit.  

Sìecara ìumìum mìenìentìukan sìesìeorang dapat dianggap mampìu bìertanggìung jawab jika 

mìemìenìuhi 3 (tiga) syarat, yaitìu: 

1. Dapat mìemahami makna tindakannya; 

2. Dapat mìemahami bahwasanya pìerilakìu tìersìebìut tidak bisa dianggap pantas di 

dalam interaksi sosial; 

3. Mampìu mìengidìentifikasi kìemaìuan di dalam mìelakìukan pìerbìuatannya.
31

 

Sìedangkan bìebìerapa alasan individìu tidak bisa bìertanggìungjawab atas tindak pidana 

yang dilakìukannya, yaitìu dari dalam manìusia: 
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 Saìtochid Kaìrtaìnìegaìraì, taìnpaì taìhìun, Hìukìum Pidaìnaì, Baìgiaìn I, Baìlaìi Lìektìur Maìhaìsiswaì, hlm. 243- 
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1. Jiwa si pìelakìu cacat; 

2. Tìekanan jiwa yang tidak bisa ditahan;  

3. Ganggìuan pìenyakit jiwa.
32

  

Pìertanggìungjawaban pidana pada dasarnya dianggap ada s ìepanjang tidak tìerdapat 

alasan-alasan yang mìenghapìuskan pidana. Dìengan dìemikian, pìertanggìungjawaban 

pidana (criminal liability) dapat dibìebankan kìepada pìelakìu sìelama yang bìersangkìutan 

tidak mìemiliki alasan pìembìenar ataìu alasan pìemaaf pada saat mìelakìukan tindak 

pidana. Dalam kontìeks hìukìum acara pidana, hal ini bìerarti bahwa sìeorang tìerdakwa 

pada prinsipnya dipandang bìertanggìung jawab atas pìerbìuatan pidana yang 

dilakìukannya, kìecìuali ia dapat mìembìuktikan adanya alasan pìenghapìus pidana pada 

saat pìerbìuatan tìersìebìut dilakìukan. Konsìep ini mìencìerminkan kìesìeimbangan antara 

kìewìenangan pìenìuntìut ìumìum ìuntìuk mìendakwa dan mìenìuntìut sìesìeorang yang didìuga 

mìelakìukan tindak pidana dìengan hak tìerdakwa ìuntìuk mìenyangkal dakwaan sìerta 

mìengajìukan pìembìelaan. Pìenìuntìut ìumìum bìerkìewajiban mìembìuktikan dakwaan yang 

diajìukan, yakni mìembìuktikan tìerpìenìuhinya ìunsìur-ìunsìur tindak pidana sìebagaimana 

dirìumìuskan dalam ìundang-ìundang, sìedangkan tìerdakwa dibìerikan hak ìuntìuk 

mìengajìukan pìembìelaan dìengan mìendasarkan pada adanya alasan-alasan pìenghapìus 

pidana gìuna mìenghindari pìenjatìuhan pidana. 

Alasan pìembìenar dan alasan pìemaaf sìebagai dasar pìenghapìus pidana tìelah diatìur 

sìecara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana. Kìetìentìuan tìersìebìut 

tìercantìum dalam Bìukìu I Bab III KUHP, khìusìusnya Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 

50, dan Pasal 51, yang mìengatìur kìeadaan-kìeadaan tìertìentìu sìehingga pìelakìu tidak 

dapat dikìenai pidana. Kìeadaan-kìeadaan tìersìebìut mìelipìuti kìetidakmampìuan ìuntìuk 

bìertanggìung jawab, adanya daya paksa (ovìermacht), pìembìelaan tìerpaksa, 

pìelaksanaan kìetìentìuan ìundang-ìundang, sìerta pìelaksanaan pìerintah jabatan yang sah. 

Dìengan adanya alasan pìembìenar ataìu alasan pìemaaf maka mìenghapìuskan 
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pìertanggìungjawaban pidana tìerhadap sìesìeorang yang tìelah mìelakìukan pìerbìuatan 

pidana.
33

 

Pìertanggìungjawaban pidana mìerìupakan aspìek yang bìerbìeda dìengan pìenìentìuan 

pìelakìu tindak pidana dalam kontìeks sìubjìek tindak pidana. Hal ini sìejalan dìengan 

pìerkìembangan ilmìu hìukìum pidana itìu sìendiri, hìukìum pidana yang ada dìewasa ini 

dapat disìebìut sìebagai “daad-dadìerstrafrìecht”, yaitìu “hìukìum pidana yang bìerpijak 

pada pìerbìuatan maìupìun orangnya”.
34

 Dìengan dìemikian, konsìep sìubjìek tindak pidana 

mìencakìup dìua aspìek, yakni siapa yang mìelakìukan tindak pidana (pìelakìu) dan siapa 

yang dapat dimintai pìertanggìungjawaban pidana. Hanya orang yang mamp ìu 

mìenìerima tanggìung jawab yang bisa dimintai pìertanggìungjawaban atas pìerilakìunya 

dari pìerspìektif kapasitas tanggìung jawab.  

Tidak dapat di pidana pìerbìuatan pidana bila tidak ada kìesalahan. Hal ini tìermasìuk 

asas pìertanggìungjawaban pidana, olìeh sìebab itìu di dalam hal individìu mìelakìukan 

pìerbìuatan yang diancam, tìergantìung apakah di dalam mìelakìukan pìerbìuatan itìu ia 

mìelakìukan kìesalahan. KUHP di sìelìurìuh dìunia pada ìumìumnya tidak tidak mìengatìur 

tìentang kìesanggìupan gìuna bìertanggìungjawab, mìelainkan kìetidakmampìuan gìuna 

bìertanggìungjawab, sìepìerti di dalam Pasal 44 KUHP.
35

 Artinya bìerdasarkan kìesalahan 

bìerìupa kìemampìuan dan kìesadaran pìelakìu dalam mìelakìukan tindak pidana, mìerìeka 

akan diminta ìuntìuk mìempìertanggìungjawabkan pìerbìuatan tìersìebìut. Apabila sìuatìu 

tindak pidana dapat dirìumìuskan, maka pìertanggìungjawaban pidana akan mìuncìul 

sìebagai konsìekìuìensinya. 

B. Tinjaìuan Umum Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

Dalam kontìeks hìukìum pidana pìelakìu mìerìujìuk pada sìubjìek hìukìum yang dapat 

dimintai pìertanggìungjawaban pidana. Sìubjìek hìukìum dalam Bahasa Bìelanda disìebìut 
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 Nìurhaìyaìti, A., & Maìroni. Pìertaìnggìungjaìwaìbaìn pidaìnaì tìerhaìdaìp tìerdaìkwaì pìendìeritaì skizofrìeniaì 
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 Rinaìldy Amrìullaìh, Dwi Intaìn Sìeptiaìnaì. “Hìukìum Pidaìnaì Indonìesiaì”. Yogyaìkaìrtaì: Sìulìuh Mìediaì. hlm. 
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(rìechtssìubjìect) dan dalam Bahasa Inggris dis ìebìut (pìerson), adalah sìetiap pìendìukìung 

hak dan kìewajiban. Pìendìukìung hak dan kìewajiban adalah manìusia sìebagai sìubjìek 

hìukìum alami (natìuìurlijk pìerson) dan badan hìukìum sìebagai sìubjìek hìukìum bìuatan 

manìusia (rìechtspìersoon). Hal tìersìebìut dapat dilihat jìelas pada rìumìusan pasal dalam 

kìetìentìuan hìukìum pidana di Indonìesia yang banyak dimìulai dìengan kata-kata “barang 

siapa” dan “sìetiap orang”. Kata “barang siapa” dan “sìetiap orang” jìelas mìerìujìuk pada 

orang ataìu manìusia dan badan hìukìum.  

Pìelakìu adalah orang yang mìelakìukan tindak pidana yang bìersangkìutan, dalam arti 

orang yang dìengan sìuatìu kìesìengajaan ataìu sìuatìu kìetidaksìengajaan sìepìerti yang 

diisyaratkan olìeh ìundang-ìundang tìelah mìenimbìulkan sìuatìu akibat yang tidak 

dikìehìendaki olìeh ìundang-ìundang, baik itìu mìerìupakan ìunsìur-ìunsìur sìubjìektif 

maìupìun ìunsìur-ìunsìur obyìektif, tanpa mìemandang apakah kìepìutìusan ìuntìuk mìelakìukan 

tindak pidana tìersìebìut timbìul dari dirinya sìendiri ataìu tidak karìena gìerakkan olìeh 

pihak kìetiga.
36

 Sìedangkan mìenìurìut MvT, Pompìe, Hazìewinklìe, Sìuringa, Van Hattìum, 

dan Mìulyanto bahwasanya yang dimaks ìud dìengan pìelakìu adalah tiap orang yang 

mìelakìukan/mìenimbìulkan akibat yang mìemìenìuhi rìumìusan dìelik. Pìelakìu (plìegìer) 

dikatìegorikan sìebagai pìesìerta hal ini karìena pìelakìu tìersìebìut dipandang sìebagai salah 

sìeorang yang tìerlibat dalam pìeristiwa tindak pidana dimana tìerdapat bìebìerapa orang 

pìesìerta.
37

 Bìerdasarkan ìuraian di atas dapat dikatakan orang yang dapat dikatakan 

sìebagai pìelakìu tindak pidana dapat dikìelompokkan kìe dalam bìebìerapa macam, antara 

lain: 

1. Orang yang mìelakìukan (dadìer plagìen), orang ini bìertindak sìendiri ìuntìuk 

mìewìujìudkan sìegala maksìud sìuatìu tindak pidana. 

2. Orang yang mìenyìurìuh mìelakìukan (doìen plagìen), dalam tindak pidana ini pìerlìu 

paling sìedikit dìua orang, yakni orang yang mìenyìurìuh mìelakìukan dan yang 

mìenyìurìuh mìelakìukan, jadi bìukan pìelakìu ìutama yang mìelakìukan tindak pidana, 

tìetapi dìengan bantìuan orang lain yang hanya mìerìupakan alat saja. 
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3. Orang yang tìurìut mìelakìukan (mìedìe plagìen), tìurìut mìelakìukan artinya disini ialah 

mìelakìukan bìersama-sama. Dalam tindak pidana ini pìelakìunya paling sìedikit harìus 

ada dìua orang yaitìu yang mìelakìukan (dadìer plagìen) dan orang yang tìurìut 

mìelakìukan (mìedìe plagìen). 

4. Orang yang dìengan pìembìerian ìupah, pìerjanjian, pìenyalahgìunaan kìekìuasaan ataìu 

martabat, mìemakai paksaan ataìu orang yang dìengan sìengaja mìembìujìuk orang 

yang mìelakìukan pìerbìuatan.
38

 

Sìecara ìumìum dalam tindak pidana narkotika, pìelakìu dikatakan sìebagai orang yang 

sìecara mìelawan hìukìum mìelakìukan pìerbìuatan yang dilarang di dalam kìetìentìuan yang 

tìertìuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2009 tìentang Narkotika. Lìebih 

khìusìus mìenìurìut UU Narkotika yang dapat dikatakan sìebagai pìelakìu tindak pidana 

narkotika adalah prodìusìen, pìenyalah gìuna/pìecandìu narkotika, pìengìedar, dan 

kìurir/pìerantara.  

Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2009, sìetiap pìelakìu pìenyalahgìunaan 

narkotika dapat dikìenakan sanksi pidana, hal tìersìebìut bìerarti pìenyalah gìuna narkotika 

dapat dikatìegorikan sìebagai pìelakìu tindak pidana narkotika. Namìun, hal tìersìebìut 

masih mìenjadi pìerdìebatan mìengingat bahwa pìenggìunaan narkotika mìerìupakan crimìe 

withoìut victim (kìejahatan tanpa korban) karìena pada hakikatnya pìenggìuna 

mìenjadikan diri mìerìeka sìebagai korban.
39

 Hal ini dipìertìegas bìerdasarkan kìetìentìuan 

dalam UU Narkotika Pasal 54 yang mìenyatakan bahwa Pìecandìu Narkotika dan 

korban pìenyalahgìunaan Narkotika wajib mìenjalani rìehabilitasi mìedis dan rìehabilitasi 

sosial. Jika pìelakìu dianggap sìebagai korban dari pìenyalahgìunaan narkotika, maka ada 

mìekanismìe yaitìu rìehabilitasi yang mìungkin ditìerapkan, pìelakìu yang tìerlibat dalam 

pìenyalahgìunaan narkotika (sìepìerti pìenggìuna) bisa mìendapatkan sanksi rìehabilitasi 
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mìedis ataìu sosial, sìesìuai dìengan Pasal 54 UU Narkotika.
40

 Sìehingga masih mìenjadi 

pìersoalan mìendasar ìuntìuk mìenìentìukan kìedìudìukan pìenyalah gìuna narkotika sìebagai 

pìelakìu ataìu korban. 

Bìerbìeda halnya dìengan dìelik narkotika lain yang tìerdapat dalam UU Narkotika dan 

KUHP Nasional yang sìudah jìelas mìenìempatkan sìubjìek hìukìum yang mìelakìukan dìelik 

tìersìebìut sìebagai pìelakìu tindak pidana narkotika, sìehingga pìenìerapan sanksi pidana 

yang mìenjadi dasar pìertanggìungjawaban pidana dapat dibìerikan sìecara jìelas kìepada 

pìelakìu bìerìupa ancaman pidana yang ìumìumnya dianìut dalam kìetìentìuan hìukìum 

pidana. 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedar Narkotika 

Mìenìurìut Sìupramono, narkotika hanya digìunakan ìuntìuk pìengobatan dan kìepìentingan 

ilmìu pìengìetahìuan, maka pìerbìuatan di lìuar kìepìentingan-kìepìentingan tìersìebìut adalah 

kìejahatan (tindak pidana).
41

 Tindak pidana mìerìupakan pìerbìuatan yang dilarang olìeh 

atìuran hìukìum dan disìertai ancaman (sanksi) yang bìerìupa pidana tìertìentìu bagi barang 

siapa yang mìelanggar larangan tìersìebìut". Untìuk mìengìetahìui adanya tindak pidana, 

maka pada ìumìumnya dirìumìuskan dalam pìeratìuran pìerìundang-ìundangan pidana 

tìentang pìerbìuatan-pìerbìuatan yang dilarang dan disìertai dìengan sanksi.
42

 

Tindak pidana narkotika sìendiri diatìur sìecara khìusìus dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahìun 2009 tìentang Narkotika. Pìengìertian tindak pidana narkotika adalah sìetiap 

pìerbìuatan yang mìelanggar kìetìentìuan Pasal 111 sampai dìengan Pasal 148 Undang-

Undang Narkotika. Pìerbìuatan tìersìebìut bìerkaitan dìengan pìenyalahgìunaan narkotika 

yang mìelipìuti kìegiatan pìenggìunaan narkotika yang dilakìukan tidak sìesìuai dìengan 

kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, prodìuksi, maìupìun pìerìedaran narkotika. 
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Bìerdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2009 tìentang Narkotika ada 4 

(ìempat) bagian pìerbìuatan mìelawan hìukìum yang tìermasìuk dalam pìenyalahgìunaan 

narkotika dan dilarang olìeh ìundang-ìundang yang dapat diancam dìengan sanksi 

pidana yaitìu: 

1. Pìerbìuatan-pìerìubatan bìerìupa mìemiliki, mìenyimpan, mìengìuasai ataìu mìenyìediakan 

narkotika dan prìekìursor narkotika; 

2. Pìerbìuatan-pìerbìuatan bìerìupa mìemprodìuksi, mìengimpor, mìengìekspor, ataìu 

mìenyalìurkan narkotika dan prìekìursor narkotika; 

3. Pìerbìuatan-pìerbìuatan bìerìupa mìenawarkan ìuntìuk dijìual, mìenjìual, mìembìeri, 

mìenìerima, mìenjadi pìerantara dalam jìual bìeli, mìenìukar, ataìu mìenyìerahkan 

narkotika dan prìekìursor narkotika; 

4. Pìerbìuatan-pìerbìuatan bìerìupa mìembawa, mìengirim, mìengangkìut ataìu mìentransito 

narkotika dan prìekìursor narkotika. 

Pada ìumìumnya bìentìuk tindak pidana narkotika dikìenal sìebagai bìerikìut:
43

 

a. Tindak pidana yang bìerkaitan dìengan pìenyalahgìunaan narkotika, dibìedakan 

mìenjadi dìua macam yakni pìerbìuatannya ìuntìuk orang lain dan ìuntìuk diri sìendiri. 

b. Tindak pidana yang bìerkaitan dìengan prodìuksi dan jìual bìeli narkotika, tìermasìuk 

pìerbìuatan ìekspor dan impor narkotika. 

c. Tindak pidana yang bìerkaitan dìengan pìengangkìutan narkotika, dalam arti lìuas 

tìermasìuk pìerbìuatan mìembawa, mìengirim, mìengangkìut sìerta mìentransito 

narkotika. 

d. Tindak pidana yang bìerkaitan dìengan pìengìuasaan narkotika. 

e. Tindak pidana yang bìerkaitan dìengan tidak mìelaporkan pìecandìu narkotika. 

Orang tìua/wali bìerkìewajiban ìuntìuk mìelaporkan pìecandìu narkotika. 

f. Tindak pidana yang bìerkaitan dìengan labìel dan pìublikasi. Pabrik obat diwajibkan 

narkotika syaratnya harìus dilakìukan pada mìedia cìetak ilmiah kìedoktìeran ataìu 

mìedia farmasi. Jika tidak dilakìukan maka dapat dikìenakan tindak pidana. 

g. Tindak pidana yang bìerkaitan dìengan pìenyitaan dan pìemìusnahan narkotika. 

Barang yang ada hìubìungan dìengan tindak pidana dilakìukan pìenyitaan ìuntìuk 

dijadikan barang bìukti yang diajìukan dalam pìersidangan. Jika barang bìukti 

tìersìebìut tìerbìukti digìunakan dalam sìuatìu tindak pidana maka harìus ditìetapkan 

dirampas ìuntìuk dimìusnahkan.
44

 

                                                
43

 Moh. Taììufik Maìkaìraìo, Sìuhaìsril, Moh. Zaìkky AS, Tindaìk Pidaìnaì Naìrkotikaì, Ghaìliaì Indonìesiaì, 

Jaìkaìrtaì, 2003, hlm. 21. 
44

 Ibid. hlm. 22. 



32 
 

h. Tindak pidana yang mìelibatkan pìemanfaatan anak di bawah ìumìur mìerìupakan 

pìerbìuatan yang dalam praktiknya tidak s ìelalìu dilakìukan olìeh orang dìewasa 

sìecara mandiri, mìelainkan dapat tìerjadi mìelalìui kìetìerlibatan anak di bawah ìumìur 

sìecara bìersama-sama dalam tindak pidana narkotika. 

Dari pìenjìelasan di atas, pìengìedaran narkoba tìermasìuk kìe dalam kìualifikasi tindak 

pidana narkotika. Pìengìertian pìengìedar narkotika mìenìurìut Ratna WP adalah orang 

yang mìelakìukan kìegiatan mìeyalìurkan ataìu mìenyìerahkan Narkotika, baik dalam 

rangka pìerdagangan, bìukan pìerdagangan maìupìun pìemindahtanganan, ìuntìuk 

kìepìentingan pìelayanan kìesìehatan dan pìengìembangan ilmìu pìengìetahìuan dan 

tìeknologi.
45

 Sìemìentara itìu, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2009 tìentang 

Narkotika, hanya mìenjìelaskan soal pìengìertian Pìerìedaran Narkotika yakni mìelipìuti 

sìetiap kìegiatan ataìu sìerangkaian kìegiatan pìenyalìuran ataìu pìenyìerahan narkotika, baik 

dalam rangka pìerdagangan, bìukan pìerdagangan maìupìun pìemindahtanganan, ìuntìuk 

kìepìentingan pìelayanan kìesìehatan dan pìengìembangan ilmìu pìengìetahìuan dan 

tìeknologi. Olìeh karìena itìu pìengìedar dalam UU Narkotika dapat dipahami sìebagai 

pihak yang bìerpìeran aktif dalam mata rantai distribìusi narkotika, yaitìu mìengalihkan 

ataìu mìembantìu pìengalihan narkotika dari satìu pihak kìe pihak lain, dìengan ataìu tanpa 

imbalan, sìehingga mìemìungkinkan narkotika tìersìebìut bìerìedar di masyarakat. Dìengan 

dìemikian dapat disimpìulkan bahwa pìengìedar narkotika adalah sìetiap orang yang 

sìecara tanpa hak ataìu mìelawan hìukìum mìelakìukan pìerbìuatan yang bìerkaitan dìengan 

pìerìedaran narkotika, baik dìengan cara mìenawarkan ìuntìuk dijìual, mìenjìual, mìembìeli, 

mìenìerima, mìenjadi pìerantara dalam jìual bìeli, mìenìukar, maìupìun mìenyìerahkan 

narkotika kìepada pihak lain.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2009 tìentang Narkotika mìengatìur kìetìentìuan dan 

sanksi pidana tìerhadap pìengìedar narkotika yang diatìur pada Pasal 112-126 UU 

Narkotika, namìun ìumìumnya pìelakìu pìengìedar narkotika di Indonìesia dijìerat dìengan 2 

pasal yang mìenìurìut pìenìulis harìus dimaknai sìecara sìempit, pasal tìersìebìut diantaranya:  

 

                                                
45

 Raìtnaì WP, Aspìek Pidaìnaì pìenyaìlaìhgìunaìaìn Naìrkotikaì, Lìegaìlity, Yogyaìkaìrtaì,  hlm. 19. 
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a. Pasal 112 

1) Sìetiap orang yang tanpa hak ataìu mìelawan hìukìum mìemiliki, mìenyimpan, 

mìengìuasai, ataìu mìenyìediakan Narkotika Golongan I bìukan tanaman, dipidana 

dìengan pidana pìenjara paling singkat 4 (ìempat) tahìun dan paling lama 12 (dìua 

bìelas) tahìun dan pidana dìenda paling sìedikit Rp800.000.000,00 (dìelapan ratìus 

jìuta rìupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (dìelapan miliar rìupiah). 

 

2) Dalam hal pìerbìuatan mìemiliki, mìenyimpan, mìengìuasai, ataìu mìenyìediakan 

Narkotika Golongan I bìukan tanaman sìebagaimana dimaksìud pada ayat (1) 

bìeratnya mìelìebihi 5 (lima) gram, pìelakìu dipidana dìengan pidana pìenjara 

sìeìumìur hidìup ataìu pidana pìenjara paling singkat 5 (lima) tahìun dan paling 

lama 20 (dìua pìulìuh) tahìun dan pidana dìenda maksimìum sìebagaimana 

dimaksìud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sìepìertiga). 

 

b. Pasal 114 

1) Sìetiap orang yang tanpa hak ataìu mìelawan hìukìum mìenawarkan ìuntìuk dijìual, 

mìenjìual, mìembìeli, mìenìerima, mìenjadi pìerantara dalam jìual bìeli, mìenìukar, 

ataìu mìenyìerahkan Narkotika Golongan I, dipidana d ìengan pidana pìenjara 

sìeìumìur hidìup ataìu pidana pìenjara paling singkat 5 (lima) tahìun dan paling 

lama 20 (dìua pìulìuh) tahìun dan pidana dìenda paling sìedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satìu miliar rìupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sìepìulìuh miliar rìupiah). 

 

2) Dalam hal pìerbìuatan mìenawarkan ìuntìuk dijìual, mìenjìual, mìembìeli, mìenjadi 

pìerantara dalam jìual bìeli, mìenìukar, mìenyìerahkan, ataìu mìenìerima Narkotika 

Golongan I sìebagaimana dimaksìud pada ayat (1) yang dalam bìentìuk tanaman 

bìeratnya mìelìebihi 1 (satìu) kilogram ataìu mìelìebihi 5 (lima) batang pohon ataìu 

dalam bìentìuk bìukan tanaman bìeratnya 5 (lima) gram, pìelakìu dipidana dìengan 

pidana mati, pidana pìenjara sìeìumìur hidìup, ataìu pidana pìenjara paling singkat 

6 (ìenam) tahìun dan paling lama 20 (dìua pìulìuh) tahìun dan pidana dìenda 

maksimìum sìebagaimana dimaksìud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sìepìertiga). 

Kìedìua pasal tìersìebìut, mìerìupakan pasal-pasal yang ditìujìukan bagi mìerìeka sìebagai 

pìelakìu tindak pidana narkotika yang tìerkìualifisir sìebagai pìelakìu tindak pidana dalam 

lingkìup pìerìedaran gìelap narkotika. Sìehingga, pìerbìuatan pìelakìu sìebagaimana 

dimaksìud dalam kìedìua kìetìentìuan pasal di atas harìus dibatasi (dimaknai sìecara 

sìempit) sìebagai “pìerbìuatan dalam mata rantai pìerìedaran narkotika, pìerbìuatan dalam 

lingkìup sìebagai anggota sìuatìu organisasi kìejahatan narkotika, ataìu pìerbìuatan yang 

bìersifat mìengorganisasikan sìuatìu tindak pidana narkotika”. 
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Mahkamah Agìung mìelalìui Sìurat Edaran Mahkamah Agìung Nomor 4 Tahìun 2010 

Tìentang Pìenìempatan Pìenyalahgìunaan, Korban Pìenyalahgìunaan, dan Pìecandìu 

Narkotika kìe dalam Lìembaga Rìehabilitasi Mìedis dan Rìehabilitasi Sosial jìuga tìelah 

mìembìeri pìedoman dalam mìenìentìukan batasan barang bìukti yang masih dikatìegorikan 

sìebagai pìemakai, yakni: 

No. Kìelompok Narkotika Batas 

1. Kìelompok mìetamphìetaminìe (shabìu) 1 gram 

2. Kìelompok MDMA (ìekstasi)  2,4 gram = 8 bìutir 

3. Kìelompok Hìeroin 1,8 gram 

4. Kìelompok Kokain 1,8 gram 

5. Kìelompok Ganja 6 gram 

6. Daìun Koka 5 gram 

7. Mìeskalin  5 gram 

8. Kìelompok Psilosybin 3 gram 

9. Kìelompok LSD (d-lysìergic acid diìethylamidìe) 2 gram 

10. Kìelompok PCP (phìencyclidinìe) 3 gram 

11. Kìelompok Fìentanil 1 gram 

12. Kìelompok Mìetadon 0,5 gram 

13. Kìelompok Morfin 1,8 gram 

14. Kìelompok Pìetidin 0,96 gram 

15. Kìelompok Kodìein 72 gram 

16. Kìelompok Bìufrìenorfin  32 mg 

Sìedangkan mìengìenai pìengìedar tidak ada ambang batas spìesifik dalam Undang-

Undang Narkotika ataìu SEMA ìuntìuk mìenìentìukan bìerapa jìumlah pasti yang 

mìenjadikan sìesìeorang otomatis sìebagai pìengìedar. Namìun, jika jìumlah barang bìukti 

mìelìebihi batas pìemakaian pribadi di atas, maka bisa dij ìerat sìebagai pìengìedar namìun 

harìus tìetap mìempìerhatikan fakta hìukìum yang tìerjadi sìesìuai dìengan pìerbìuatan yang 

dilakìukan tìerdakwa sìehingga pìenjatìuhan pidana yang ditìerapkan proporsional 

bìerdasarkan kìebìenaran matìeril.  

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2009 tìentang Narkotika mìenyatakan: 

“Narkotika hanya dapat digìunakan ìuntìuk kìepìentingan pìelayanan kìesìehatan dan/ataìu 

pìengìembangan ilmìu pìengìetahìuan dan tìeknologi.” sìedangkan ìuntìuk pìengadaan, 

impor, ìekspor, pìerìedaran dan pìenggìunaanya diatìur olìeh pìemìerintah dalam hal ini 

mìentìeri kìesìehatan. Dìengan dìemikian, sìetiap bìentìuk pìerìedaran dan pìenggìunaan 
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narkotika di lìuar kìetìentìuan sìebagaimana dimaksìud dalam Pasal 7 tìersìebìut 

mìenimbìulkan konsìekìuìensi yìuridis bìerìupa pìenyalahgìunaan narkotika yang dapat 

dikìenai sanksi pidana ataìu ancaman pidana sìesìuai dìengan kìetìentìuan dalam Undang-

Undang Narkotika. 

D. Tinjauan Umum Permufakatan Jahat 

Sìecara konsìeptìual, di dalam khazanah kìeilmìuan hìukìum pidana, dikìenal dìengan 

adanya istilah “Form is of Criminal Act” ataìu disìebìut jìuga bìentìuk tingkatan ataìu 

pìerlìuasan dari tindak pidana. Mìulai dari tingkatan tìerìendah ataìu tìeringan hingga kìe 

tingkatan tìertinggi ataìu tìerbìerat. Form is of Criminal Act ini tìerdiri dari: 

1. Conspiracy (pìermìufakatan);  

2. Prìeparation (pìersiapan);  

3. Attìempt (pìercobaan);  

4. Criminal Act (tindak pidana); 

5. Complicity (pìenyìertaan); 

6. Concìursìus (bìersamaan); dan 

7. Rìecidivìe (pìengìulangan) 

Tingkatan tìersìebìut mìencakìup gradasi bìerat ringannya pìerbìuatan tìermasìuk pìula dilihat 

dari akibat yang ditimbìulkan. Pìermìufakatan, pìersiapan dan pìercobaan adalah tahap 

awal dari tìerjadinya tindak pidana, artinya bahwa tiga fasìe awal dari Form is of 

Criminal Act. Ini mìerìupakan bagian dari tindak pidana yang bìelìum sìempìurna ataìu 

tidak sìelìesai. Bìerbìeda dìengan tindak pidana yang mìerìupakan dìelik sìelìesai baik 

karìena pìerbìuatannya (dìelik formil) maìupìun karìena akibatnya (dìelik matìeril).
46

 

Dìefinisi pìermìufakatan jahat dalam arti aìutìentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP 

lama dinyatakan sìebagai “dikatakan ada pìermìufakatan jahat, apabila dìua orang ataìu 

lìebih tìelah sìepakat akan mìelakìukan kìejahatan”.
47

 Sìehingga dapat diartikan bahwa 

sìuatìu pìermìufakatan jahat dianggap tìerjadi apabila sìetìelah dìua orang ataìu lìebih tìelah 

mìencapai sìuatìu kìesìepakatan ìuntìuk mìelakìukan kìejahatan.
48

 Dalam KUHP lama, 

                                                
46

 Mohaìmmaìd Khaìirìul Mìuqorobin, Op.cit. 
47

 Claììudio A. Kìermitìe, “Dìelik Pìermìufaìkaìtaìn Jaìhaìt Daìlaìm Kitaìb Undaìng-Undaìng Hìukìum Pidaìnaì Daìn 

Undaìng-Undaìng Pìembìeraìntaìsaìn Tindaìk Pidaìnaì Korìupsi” Lìex Crimìen Vol VI No.4, 2017, hlm. 35.  
48

 P.A.F. Laìmintaìng Dìelik-Dìelik Khìusìus Kìejaìhaìtaìn-Kìejaìhaìtaìn Tìerhaìdaìp Kìepìentingaìn Hìukìum Nìegaìraì, 

Sinaìr Baìrìu, Baìndìung, 2006, hlm. 90. 
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pìercobaan dan pìermìufakatan jahat hanya dihìukìum lìebih ringan dari hìukìuman pokok. 

Sìedangkan dalam KUHP Nasional pìermìufakatan jahat diatìur dalam Pasal 13 ayat (1) 

sampai ayat (5) yang mìenyatakan bahwa Pìermìufakatan jahat tìerjadi jika 2 (dìua) 

orang ataìu lìebih bìersìepakat ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana dan tìerhadap 

pìermìufakatan jahat mìelakìukan tindak pidana dipidana jika ditìentìukan sìecara tìegas 

dalam ìundang-ìundang. Sìedangkan mìengìenai ancaman pidananya diatìur dalam ayat 

(3) yang mìenyatakan: “pidana ìuntìuk pìermìufakatan jahat mìelakìukan tindak pidana 

paling banyak 1/3 (satìu pìer tiga) dari maksimìum ancaman pidana pokok ìuntìuk tindak 

pidana yang bìersangkìutan”, ayat (4) yang mìeyatakan: “pìermìufakatan jahat 

mìelakìukan tindak pidana yang diancam dìengan pidana mati ataìu pidana pìenjara 

sìeìumìur hidìup dipidana dìengan pidana pìenjara paling lama 7 (tìujìuh) tahìun”, dan ayat 

(5) yang mìenyatakan: “pidana tambahan ìuntìuk pìermìufakatan jahat mìelakìukan tindak 

pidana sama dìengan pidana tambahan ìuntìuk tindak pidana yang bìersangkìutan”. 

Pìermìufakatan jahat narkotika diatìur pada Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 

35 Tahìun 2009 tìentang Narkotika yang mìenyatakan: “pìerbìuatan dìua orang ataìu lìebih 

yang bìersìekongkol ataìu bìersìepakat ìuntìuk mìelakìukan, mìelaksanakan, mìembantìu, tìurìut 

sìerta mìelakìukan, mìenyìurìuh, mìenganjìurkan, mìemfasilitasi, mìembìeri konsìultasi, 

mìenjadi anggota sìuatìu organisasi kìejahatan narkotika, ataìu mìengorganisasikan sìuatìu 

tindak pidana narkotika”. Pìermìufakatan jahat tindak pidana narkotika pìun dihìukìum 

sama dìengan kìejahatan dalam Pasal 111 sampai dìengan Pasal 126 dan Pasal 129 

sìebagaimana diatìur dalam Pasal 132 yang mìenyatakan: 

1) Pìercobaan ataìu pìermìufakatan jahat ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana Narkotika 

dan Prìekìursor Narkotika sìebagaimana dimaksìud dalam Pasal 111, Pasal 112, 

Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 

120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 

129, pìelakìunya dipidana dìengan pidana pìenjara yang sama sìesìuai dìengan 

kìetìentìuan sìebagaimana dimaksìud dalam pasal-pasal tìersìebìut. 

2) Dalam hal pìerbìuatan sìebagaimana dimaksìud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 

113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 

dilakìukan sìecara tìerorganisasi, pidana pìenjara dan pidana dìenda maksimìumnya 

ditambah 1/3 (sìepìertiga). 
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3) Pìembìeratan pidana sìebagaimana dimaksìud pada ayat (2) tidak bìerlakìu bagi 

tindak pidana yang diancam dìengan pidana mati, pidana pìenjara sìeìumìur hidìup, 

ataìu pidana pìenjara 20 (dìua pìulìuh) tahìun. Dalam hal pìerbìuatan 

mìenawarkan ìuntìuk dijìual, mìenjìual, mìembìeli, mìenjadi pìerantara dalam jìual bìeli, 

mìenìukar, mìenyìerahkan, ataìu mìenìerima Narkotika Golongan I sìebagaimana 

dimaksìud pada ayat (1) yang dalam bìentìuk tanaman bìeratnya mìelìebihi 1 (satìu) 

kilogram ataìu mìelìebihi 5 (lima) gram, pìelakìu dipidana dìengan pidana mati, 

pidana pìenjara sìeìumìur hidìup, ataìu pidana pìenjara paling singkat 6 (ìenam) tahìun 

dan paling lama 20 (dìua pìulìuh) tahìun dan pidana dìenda maksimìum sìebagaimana 

dimaksìud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sìepìertiga). 

Pìermìufakatan jahat mìerìupakan sìuatìu tindak pidana sìendiri, sìesìeorang tìelah dapat 

dinyatakan mìelakìukan tindak pidana pìermìufakatan jahat yakni adanya 

kìesìepakatan ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana sìesìuai yang ditìentìukan dalam Pasal 104, 

Pasal 106, Pasal 107, dan 108 KUHP.
49

  

Pìermìufakatan jahat mìempìunyai ìunsìur yakni adanya dìua orang ataìu lìebih, tìelah 

sìepakat, dan akan mìelakìukan tindak pidana. Apabila mìelihat rìumìusan tindak pidana 

pìermìufakatan jahat, niat dalam pìermìufakatan jahat tìelah dapat dihìukìum ini karìena 

pìerbìuatan pìersiapan (voorbìerìeiding) dalam pìermìufakatan jahat sìendiri bìelìum ada.
50

 

Dalam rìumìusan pìermìufakatan jahat tìerdapat frasa “akan” dan “ìuntìuk” yang artinya 

kìetìentìuan ini tidak ditìujìukan tìerhadap sìelìesainya pìerbìuatan (dìelik sìelìesai 

ataìu voltooid dìelict), mìelainkan cìukìup dìengan adanya kìesìepakatan saja tanpa pìerlìu 

dilakìukannya tindak pidana pokoknya agar dapat dikat ìegorikan sìebagai pìermìufakatan 

jahat. Dari pìengìertian tìersìebìut dapat disimpìulkan bahwa Pìermìufakatan jahat ataìu 

samìenspanning mìerìupakan sìuatìu kìesìepakatan ìuntìuk mìelakìukan tindak pidana dan 

tindak pidana yang disìepakati, dipìersiapkan ataìu dirìencanakan tìersìebìut bìelìum tìerjadi. 

Sìelain itìu dapat pìula ditarik kìesimpìulan bahwa tìerdapat ìunsìur-ìunsìur yang harìus 

dipìenìuhi dalam tindak pidana pìermìufakatan jahat, yaitìu: 

a. bìersìekongkol ataìu bìersìepakat; 

b. ìuntìuk mìelakìukan; 

c. mìembantìu; 

                                                
49

 Ibid. hlm. 91. 
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 Lìedìen Maìrpaììung, Asaìs Tìeori Praìktik Hìukìum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, Cìetaìkaìn kìetigaì, 2006, 

hlm. 42. 
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d. tìurìut sìerta mìelakìukan; 

e. mìenyìurìuh; 

f. mìenganjìurkan; 

g. mìemfasilitasi; 

h. mìembìeri konsìultasi; 

i. mìenjadi anggota sìuatìu organisai kìejahatan narkotika ataìu; 

j. mìengorganisasikan sìuatìu tindak pidana.
51

 

E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim 

Pada hakikatnya, hakim diharapkan mampìu bìerpìeran sìebagai living intìerprìetator 

yang dapat mìenangkap dan mìerìeflìeksikan nilai-nilai kìeadilan yang hidìup dalam 

masyarakat, sìerta tidak tìerbìelìenggìu pada kìekakìuan normatif dan prosìedìural yang 

tìerdapat dalam kaidah hìukìum. Hal ini dikarìenakan hakim tidak lagi dipandang 

sìemata-mata sìebagai la boìuchìe dìe la loi ataìu sìekadar corong ìundang-ìundang, 

mìelainkan sìebagai pìenìegak hìukìum yang mìenafsirkan dan mìewìujìudkan kìeadilan 

sìubstantif. Dalam kontìeks hìukìum pidana hal tìersìebìut dapat diwìujìudkan apabila 

dalam mìengadili sìuatìu pìerkara hakim mampìu mìenìempatkan pìertimbangan hìukìum 

yang tìepat tìerhadap pìerkara pidana yang dihadapkan padanya. 

Kìebìebasan hakim dalam mìemìeriksa dan mìemìutìus sìuatìu pìerkara mìerìupakan prinsip 

mìendasar yang harìus dijaga dan dihormati olìeh sìemìua pihak tanpa pìengìecìualian. 

Prinsip ini mìemastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat m ìelakìukan intìervìensi 

tìerhadap hakim dalam mìenjalankan tìugas dan kìewìenangannya. Namìun dalam konsìep 

hìukìum pidana kìebìebasan hakim tidak sìerta mìerta diartikan sìecara lìuas tanpa adanya 

pìertimbangan hìukìum yang mìelandasi pìutìusan. Mìenìurìut doktrin hìukìum pidana hakim 

dalam hal mìenjatìuhkan pidana kìepada tìerdakwa tidak bolìeh mìenjatìuhkan pidana 

tìersìebìut kìecìuali apabila dìengan sìekìurang-kìurangnya dìua alat bìukti yang sah, 

sìehingga hakim mìempìerolìeh kìeyakinan bahwa sìuatìu tindak pidana bìenar-bìenar 

tìerjadi dan tìerdakwalah yang bìersalah mìelakìukannya.
52

 Hal tìersìebìut mìenimbìulkan 

konsìekìuìensi bagi hakim dalam mìengadili pìelakìu tindak pidana harìus mìelalìui prosìes 
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pìemìeriksaan yang sah tìerhadap bìukti yang diajìukan sìerta mìelakìukan pìenìelitian 

tìerhadap fakta-fakta yang tìerìungkap di pìersidangan.  

Pìertimbangan hakim (ratio dìecidìendi) adalah argìumìen ataìu alasan yang dipakai olìeh 

hakim sìebagai pìertimbangan hìukìum yang mìenjadi dasar sìebìelìum mìemìutìus pìerkara. 

Hakim dalam mìemìutìus pìerkara pidana wajib mìempìertimbangkan bìerbagai aspìek, 

antara lain fakta-fakta yang tìerìungkap dalam pìerkara, tingkat kìesalahan dan 

pìerbìuatan pìelakìu, kìepìentingan korban bìesìerta kìelìuarganya, sìerta rasa kìeadilan yang 

hidìup dalam masyarakat. Sìedangkan mìenìurìut Lilik Mìulyadi bahwa hakìekat pada 

pìertimbangan yìuridis hakim mìerìupakan pìembìuktian ìunsìur-ìunsìur dari sìuatìu dìelik 

apakah pìerbìuatan tìerdakwa tìersìebìut mìemìenìuhi dan sìesìuai dìengan dìelik yang 

didakwakan olìeh pìenìuntìut ìumìum sìehingga pìertimbangan tìersìebìut rìelìevan tìerhadap 

amar/diktìum pìutìusan hakim.
53

 Dìengan dìemikian dalam mìenjatìuhkan pìutìusan 

tìerhadap tìerdakwa hakim mìemiliki pìertimbangan hìukìum yang tìepat dan proporsional. 

Bìerdasarkan Pasal 50 UU Kìekìuasaan Kìehakiman, pìutìusan pìengadilan sìelain harìus 

mìemìuat alasan dan dasar pìutìusan, jìuga mìemìuat pasal tìertìentìu dari pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan yang bìersangkìutan ataìu sìumbìer hìukìum tak tìertìulis yang 

dijadikan dasar ìuntìuk mìengadili, sìelain itìu hakim dalam mìemìutìus pìerkara hakim 

harìus mìempìertimbangkan kìebìenaran yìuridis, filosofis, dan sosiologis. Artinya sìetiap 

kìepìutìusan yang diambil olìeh hakim harìus didìukìung olìeh pìertimbangan yìuridis dan 

non-yìuridis, yang mìencakìup pìertimbangan filosofis dan sosiologis, karìena kìedìuanya 

mìerìupakan faktor ìutama dalam mìencapai sìuatìu hasil yang mìempìunyai kìepastian 

hìukìum dan kìeadilan. Hakim mìendasarkan pìenìutìupnya pada fakta-fakta yìuridis 

pìersidangan yang mìelipìuti kìetìerangan tìerdakwa, dakwaan jaksa pìenìuntìut ìumìum, 

kìetìerangan saksi, alat sìebagai faktor yìuridis, faktor filosofis khìusìusnya Pancasila 

yang dalam kajian hìukìum dianggap sìebagai asal mìuasal sìegala sìumbìer hìukìum dalam 

kìehidìupan Masyarakat Indonìesia. Namìun, pìenìerapan atìuran tìersìebìut tidak 
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dìemikian.
54

 Dìengan kata lain, sìeorang hakim harìus mìembìuat kìepìutìusan yang adil dan 

bijaksana dìengan mìempìertimbangkan dampak hìukìum sìerta pìengarìuhnya tìerhadap 

masyarakat. Pìembìerian hìukìuman kìepada pìelakìu harìus mìempìertimbangkan kìesalahan 

yang tìelah dilakìukan, sìesìuai dìengan asas kìesalahan. 

a. Pìertimbangan Yìuridis 

Dikatakan pìertimbangan yìuiridis apabila hakim mìendasarkan sìuatìu pìutìusan pada 

kìetìentìuan formil yang tìermasìuk dalam pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, maka hal 

ini disìebìut mìempìertimbangkan sifat yìuridis. Sìecara hìukìum, sìeorang hakim tidak 

dapat mìenjatìuhkan hìukìuman pidana kìecìuali tìerdapat dìua ataìu lìebih bìukti yang 

dapat dipìercaya yang mìendìukìung pìenìutìup hakim bahwa tìerdakwa bìerbohong dan 

bahwa kìejahatan tìersìebìut mìemang dilakìukan.
55

 

b. Pìertimbangan Non-Yìuridis 

Pada pìertimbangan hakim yang bìersifat non yìuridis, dibagi mìenjadi 2 (dìua) 

katìegori, yaitìu: 

1. Pìertimbangan Filosofis 

Pìertimbangan filosofis adalah pìertimbangan ataìu ìunsìur yang mìenitikbìeratkan 

kìepada nilai kìeadilan antara tìerdakwa dan korban.
56

 Sìedangkan mìenìurìut Bagir 

Manan, pìertimbangan filosofis mìerìupakan pìertimbangan yang mìencìerminkan 

nilai-nilai filosofis ataìu nilai yang tìerdapat dalam cita hìukìum (rìechts sidìe) dan 

dipìerlìukan sìebagai sarana ìuntìuk mìenjamin kìeadilan.
57

 Kìeadilan sìecara ìumìum 

diartikan sìebagai pìerbìuatan ataìu pìerilakìu yang adil, sìemìentara adil adalah tidak 

bìerat sìebìelah dan tidak mìemihak yang bìenar. Kìeadilan dalam filsafat 

sìebagaimana yang tìertìuang dalam nilai-nilai dasar nìegara, yaitìu tidak 
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mìerìugikan sìesìeorang dan pìerlakìuan tìerhadap tiap-tiap manìusia apa yang 

mìenjadi haknya.
58

 

2. Pìertimbangan Sosiologis 

Pìertimbangan sosiologis bìerlandaskan kìepada pìutìusan yang tidak bìertìentangan 

dìengan hìukìum yang hidìup dalam masyarakat (kìebiasaan masyarakat). 

Sìedangkan mìenìurìut M. Solly Lìubis, pìertimbangan sosiologis mìencìerminkan 

tìuntìutan ataìu kìebìutìuhan masyarakat yang mìemìerlìukan pìenyìelìesaian sìebagai 

sarana mìenjamin kìemanfaatan.
59

 Pìertimbangan sosiologis bìergìuna ìuntìuk 

mìengkaji latar bìelakang sosial, sìepìerti pìendidikan, lingkìungan tìempat tinggal 

dan pìekìerjaan, sìerta mìengìetahìui motif tìerdakwa mìengapa tìerdakwa mìelakìukan 

sìuatìu tindak pidana. Sìelain latar bìelakang dari tìerdakwa, pìertimbangan yang 

tidak bisa diabaikan mìengìenai sìebìerapa bìesar dampak yang dialami 

masyarakat, akibat adanya tindak pidana yang dilakìukan dan kìeadaan 

masyarakat pada saat tindak pidana tìersìebìut dilakìukan. 

Mìenìurìut Mackìenziìe ada bìebìerapa tìeori ataìu pìendìekatan yang dapat dipìergìunakan 

olìeh hakim dalam pìenjatìuhan pìutìusan dalam sìuatìu pìerkara, yaitìu sìebagai bìerikìut: 

a. Tìeori kìesìeimbangan, yang dimaksìud dìengan kìesìeimbangan disini kìesìeimbangan 

antara syarat-syarat yang ditìentìukan ìundang-ìundang dan kìepìentingan pihak-

pihak yang tìersangkìut ataìu bìerkaitan dìengan pìerkara, yaitìu antara lain sìepìerti 

adanya kìesìeimbangan yang bìerkaitan dìengan masyarakat dan kìepìentingan 

tìerdakwa.  

b. Tìeori pìendìekatan sìeni dan intìuisi, pìenjatìuhan pìutìusan olìeh hakim mìerìupakan 

diskrìesi ataìu kìewìenangan dari hakim. Sìebagai diskrìesi, dalam pìenjatìuhan 

pìutìusan hakim mìenyìesìuaikan dìengan kìeadaan dan pidana yang wajar bagi s ìetiap 

pìelakìu tindak pidana, hakim akan mìelihat kìeadaan pihak tìerdakwa ataìu 

pìenìuntìut ìumìum dalam pìerkara pidana. Pìendìekatan sìeni dipìergìunakan olìeh hakim 

dalam pìenjatìuhan pìutìusan, lìebih ditìentìukan olìeh instink ataìu intìuisi dari pada 

pìengìetahìuan. 

c. Tìeori pìendìekatan kìeilmìuan, titik tolak dari tìeori ini adalah pìemikiran bahwa 

prosìes pìenjatìuhan pidana harìus dilakìukan sìecara sistìematik dan pìenìuh kìehati-

hatian khìusìusnya dalam kaitannya dìengan pìutìusan-pìutìusan tìerdahìulìu dalam 

rangka mìenjamin konsistìensi dari pìutìusan hakim. Pìendìekatan kìeilmìuan ini 
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mìerìupakan sìemacam pìeringatan bahwa dalam mìemìutìus sìuatìu pìerkara, hakim 

tidak bolìeh sìematamata atas dasar intìuisi ataìu instink sìemata, tìetapi harìus 

dilìengkapi dìengan ilmìu pìengìetahìuan hìukìum dan jìuga wawasan kìeilmìuan hakim 

dalam mìenghadapi sìuatìu pìerkara yang harìus dipìutìuskannya. 

d. Tìeori Pìendìekatan Pìengalaman, Pìengalaman dari sìeorang hakim mìerìupakan hal 

yang dapat mìembantìunya dalam mìenghadapi pìerkara-pìerkara yang dihadapinya 

sìehari-hari, dìengan pìengalaman yang dimilikinya, sìeorang hakim dapat 

mìengìetahìui bagaimana dampak dari pìutìusan yang dijatìuhkan dalam sìuatìu 

pìerkara pidana yang bìerkaitan dìengan pìelakìu, korban maìupìun masyarakat. 

e. Tìeori Ratio Dìecidìendi, tìeori ini didasarkan pada landasan filsafat yang m ìendasar, 

yang mìempìertimbangkan sìegala aspìek yang bìerkaitan dìengan pokok pìerkara 

yang disìengkìetakan, kìemìudian mìencari pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang 

rìelìevan dìengan pokok pìerkara yang disìengkìetakan sìebagai dasar hìukìum dalam 

pìenjatìuhan pìutìusan, sìerta pìertimbangan hakim harìus didasarkan pada motivasi 

yang jìelas ìuntìuk mìenìegakkan hìukìum dan mìembìerikan kìeadilan bagi para pihak 

yang bìerpìerkara.  

f. Tìeori kìebijaksanaan, tìeori ini dipìerkìenalkan olìeh Madìe Sadhi Astìuti, di mana 

sìebìenarnya tìeori ini bìerkìenaan dìengan pìutìusan hakim dalam pìerkara di 

pìengadilan anak. Aspìek ini mìenìekankan bahwa pìemìerintah, masyarakat, 

kìelìuarga dan orang tìua ikìut bìertanggìungjawab ìuntìuk mìembimbing, mìembina, 

mìendidik dan mìelindìungi anak, agar kìelak dapat mìenjadi manìusia yang bìergìuna 

bagi kìelìuarga, masyarakat dan bagi bangsanya.
60

 

Pìertimbangan hakim mìerìupakan bagian yang tidak tìerpisahkan dari pìutìusan 

pìengadilan karìena mìemìuat sìerangkaian alasan yìuridis maìupìun non yìurdis yang 

mìenjadi dasar pìenjatìuhan amar pìutìusan, olìeh karìena itìu hakim dalam mìemìutìus tindak 

pidana wajib mìembìerikan pìertimbangan hìukìum yang logis dan sìesìuai dìengan fakta 

yìuridis, karìena pada dasarnya hakimlah yang bìertanggìungjawab atas sìegala yang 

dipìutìuskannya.
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pìenìelitian hìukìum mìerìupakan sìuatìu prosìes dalam mìenìentìukan nilai, asas hìukìum, 

prinsip hìukìum, doktrin hìukìum, dan norma hìukìun dalam mìenyìelìesaikan masalah 

hìukìum yang sìelaras dìengan ilmìu hìukìum yang bìersifat pìerspìektif. Pìenìelitian hìukìum 

bìertìujìuan mìenghasilkan argìumìentasi, tìeori, konsìep barìu sìebagai prìeskripsi solìusi dari 

masalah hìukìum.
61

 Pìenìelitian hìukìum pada dasarnya mìenggìunakan mìetodìe ilmiah 

yang sistìematis dan logis dalam mìengìuji pìersoalan hìukìum dan mìenìemìukan fakta 

hìukìum atas pìeristiwa hìukìum yang tìerjadi baik sìecara tìeori maìupìun praktik hìukìum. 

Dìengan dìemikian, mìetodologi pìenìelitian hìukìum adalah ilmìu yang mìempìelajari 

bagaimana mìelakìukan pìenìelitian hìukìum sìecara sistìematis.
62

 

Pìendìekatan masalah dalam pìenìelitian ini mìenggìunakan pìendìekatan normatif. 

Pìendìekatan normatif adalah sìuatìu pìendìekatan pìenìelitian hìukìum dìengan cara 

mìenìelaah bahan-bahan kìepìustakaan sìepìerti norma-norma hìukìum, doktrin, asas-asas 

hìukìum, pìeratìuran pìerìundang ìundangan, pìutìusan pìengadilan sìerta litìeratìur hìukìum 

lainnya yang bìerhìubìungan dìengan pìenìelitian ini.
63

 Pìendìekatan normatif 

dilakìukan ìuntìuk mìemahami pìermasalahan hìukìum dìengan tìetap bìerada ataìu 

bìersandarkan pada kajian ilmìu hìukìum, dalam hal ini pìenìulis mìenggìunakan 

pìendìekatan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan dan pìendìekatan analisis khìusìusnya 
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tìerhadap Pìutìusan Pìengadilan Tinggi Tanjìung Karang Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT 

TJK yang mìenjadi fokìus ìutama objìek pìenìelitian ini, gìuna mìempìerolìeh pìemahaman 

yang komprìehìensif mìengìenai konsìep dan implìemìentasi pìertanggìungjawaban pidana 

tìerhadap pìelakìu tindak pidana pìengìedar narkotika tanpa pìermìufakatan jahat. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data adalah sìekìumpìulan informasi yang dibìutìuhkan dalam pìelaksanaan pìenìelitian 

yang bìerasal dari bìerbagai sìumbìer. Data tìerdiri dari data langsìung yang dipìerolìeh dari 

lapangan dan data tidak langsìung yang dipìerolìeh dari stìudi pìustaka. Jìenis data 

mìelipìuti data primìer dan data sìekìundìer. Dalam ìusaha mìengìumpìulkan data-data yang 

bìerhìubìungan dìengan jìudìul skripsi ini, pìenìulis mìenggìunakan data sìekìundìer yang 

tìerbagi mìenjadi: 

a. Bahan Hìukìum Primìer  

Bahan hìukìum primìer mìerìupakan bahan pìustaka yang bìerisi pìengìetahìuan ilmiah, 

sìepìerti kìetìentìuan pìerìundang-ìundangan yang bìerkaitan dìengan topik pìermasalahan di 

dalamnya. 

1. Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1946 tìentang Kitab Undang-Undang Hìukìum 

Pidana (KUHP); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1981 tìentang Hìukìum Acara Pidana (KUHAP); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahìun 2009 tìentang Narkotika; 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 2023 tìentang Kitab Undang-Undang Hìukìum 

Pidana (KUHP Nasional); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2025 tìentang Hìukìum Acara Pidana Pidana 

(KUHAP Nasional); 

8. Pìutìusan Pìengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK. 
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b. Bahan Hìukìum Sìekìundìer  

Bahan yang mìembìerikan pìenjìelasan mìengìenai bahan hìukìum primìer, yang mìerìupakan 

bahan pìenìunjang yang tìerdiri dari litìeratìur-litìeratìur dan bìukìu-bìukìu. 

c. Bahan Hìukìum Tìersiìer  

Bahan hìukìum primìer adalah bahan pìenìelitian hìukìum yang bìerfìungsi mìembìerikan 

pìetìunjìuk, pìenjìelasan, ataìu kontìeks tambahan ìuntìuk mìemahami bahan hìukìum primìer 

dan bahan hìukìum sìekìundìer yang dapat mìenìunjang dalam pìenìulisan skripsi ini, bahan 

hìukìum tìersiìer yang digìunakan dalam pìenìulisan ini adalah kamìus, mìedia onlinìe, dan 

sìebagainya. 

C. Penentìuan Narasumber 

Narasìumbìer adalah sìesorang yang dapat mìembìerikan pìetìunjìuk mìengìenai gìejala-

gìejala dan kondisi yang bìerkaitan dìengan sìuatìu pìeristiwa. Pada tahap ini 

mìenggìunakan daftar pìertanyaan yang bìersifat tìerbìuka di mana dilakìukan tìerhadap 

pihak-pihak yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan dalam pìenìelitian ini. Pìenìentìuan 

narasìumbìer dalam pìenìelitian ini antara lain: 

a. Hakim pada Pìengadilan Nìegìeri Tanjìung Karang     : 1 orang 

b. Hakim pada Pìengadilan Tanjìung Tanjìung Karang     : 1 orang 

c. Dosìen bagian hìukìum pidana Fakìultas Hìukìum Univìersitas Lampìung   : 1 orang 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data 

Untìuk mìempìerolìeh data yang bìenar dan akìurat dalam pìenìelitian ini ditìempìuh 

prosìedìur mìelalìui stìudi kìepìustakaan yang mìerìupakan langkah mìengìumpìulkan data 

yang dilakìukan dìengan cara mìembaca, mìengìutip, mìencatat, dan mìemahami bìerbagi 

litìeratìur yang ada hìubìungannya dìengan matìeri pìenìelitian, bìerìupa bìukìu-bìukìu, 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, jìurnal-jìurnal, dan intìernìet. Sìelain itìu pìengambilan 

data dilìengkapi dìengan wawancara dari narasìumbìer yang dapat mìendìukìung 

pìenìelitian ini sìerta dokìumìen lain yang bìerhìubìungan dìengan masalah yang dibahas. 
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2. Pìengolahan Data 

Pìengolahan data ialah kìegiatan gìuna mìendapatkan data ringkasan yang sìudah 

didapatkan dari stìudi kìepìustakaan sìerta stìudi lapangan. Data yang tìerkìumpìul, diolah 

mìelalìui pìengolahan data dìengan tahap-tahap sìebagai bìerikìut: 

a. Pìemilihan data, tìermasìuk ìupaya pìengìecìekan kìembali kìelìengkapan, kìejìelasan, 

sìerta kìebìenaran data, ditìentìukan olìeh topik pìenìelitian yang disìelidiki. 

b. Katìegorisasi data, yaitìu pìenyìusìunan data mìenìurìut pìengìelompokan yang 

ditìentìukan gìuna mìempìerolìeh data yang rìelìevan sìerta bìenar gìuna dianalisis lìebih 

lanjìut. 

c. Sistìematisasi data, ataìupìun tindakan mìenyìusìun sìerta mìerakit data yang saling 

tìerkait, mìenyatìu, sìerta tìerintìegrasi di dalam sìub-topik gìuna mìembantìu 

intìerprìetasi data. 

E. Analisis Data 

Sìetìelah sìelìurìuh data tìerkìumpìul dari bìerbagai sìumbìer hìukìum primìer, sìekìundìer, dan 

tìersiìer sìepìerti pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, pìutìusan pìengadilan, litìeratìur ilmiah, 

sìerta jìurnal-jìurnal hìukìum, prosìes analisis dilakìukan dìengan cara mìengkaji, 

mìengintìerprìetasi, dan mìensistìematisasi sìelìurìuh data hìukìum yang dipìerolìeh, 

kìemìudian mìenyìusìunnya dalam bìentìuk narasi akadìemis yang kohìerìen ìuntìuk 

mìenjawab pìertanyaan pìenìelitian.  

Pìenyìusìunan hasil analisis ini dilakìukan dìengan mìetodìe indìuktif dìengan pìendìekatan 

kìualitatif, dimana kìesimpìulan dibangìun bìerdasarkan fakta-fakta khìusìus yang 

ditìemìukan dalam pìenìelitian, kìemìudian dikìembangkan mìenjadi sìuatìu konstrìuksi 

pìemikiran hìukìum yang komprìehìensif. Sìelìurìuh tìemìuan pìenìelitian diolah sìecara kritis 

dan diintìegrasikan dìengan tìeori-tìeori hìukìum yang rìelìevan, sìehingga mìenghasilkan 

jawaban yang bìersifat ilmiah tìerhadap pìermasalahan yang tìelah dirìumìuskan 

sìebìelìumnya. Prosìes ini mìemastikan bahwa sìetiap kìesimpìulan yang dihasilkan 

sìenantiasa bìerlandaskan pada bìukti-bìukti hìukìum yang valid dan dapat 

dipìertanggìungjawabkan sìecara akadìemis.  



  

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Bìerdasarkan ìuraian hasil pìenìelitian dan pìembahasan yang tìelah dikìemìumakan, maka 

dapat disimpìulkan bìebìerapa hal sìebagai bìerikìut: 

1. Pìertanggìungjawaban pidana tìerhadap pìelakìu tindak pidana pìengìedar narkotika 

tanpa pìermìufakatan jahat dalam Pìutìusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT TJK pada 

dasarnya sìudah sìesìuai dan tìelah mìemìenìuhi ìunsìur-ìunsìur pìertanggìungjawaban 

pidana, yakni adanya pìerbìuatan pidana, kìemampìuan bìertanggìung jawab, adanya 

kìesalahan bìerìupa kìesìengajaan, dan tidak tìerdapat alasan pìenghapìus pidana 

bìerìupa alasan pìemaaf maìupìun alasan pìembìenar. Pìertanggìungjawaban pidana 

yang dijatìuhkan kìepada tìerdakwa dalam pìerkara ini didasarkan pada Pasal 127 

ayat (1) hìurìuf a UU Narkotika tìentang pìenyalah gìuna narkotika golongan I bagi 

diri sìendiri yang dipìutìus bìerdasarkan hasil pìemìeriksaan jìudìex facti pada 

Pìengadilan Tinggi Tanjìung Karang yang mìembatalkan pìutìusan tingkat pìertama 

dìengan mìenyatakan tìerdakwa tidak tìerbìukti mìemiliki kìesalahan dìengan maksìud 

pìermìufakatan jahat pìerìedaran narkotika kìetika mìenìemani saksi Arkaan Wahyìu 

Pratama mìenìerima narkotika sìebagaimana dimaksìud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. 

Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Bìerdasarkan hal tìersìebìut tìerdakwa dibìebankan 

pìertanggìungjawaban pidana bìerìupa pidana pìenjara sìelama 2 (dìua) tahìun. 

2. Dasar pìertimbangan hakim dalam mìemìutìus pìelakìu tindak pidana pìengìedar 

narkotika tanpa pìermìufakatan jahat pada Pìutìusan Nomor: 93/PID.SUS/2025/PT 

TJK tìelah sìesìuai dìengan bìersandarkan pada tiga aspìek ìutama yaitìu yìuridis, 

sosiologis, dan filosofis. Sìecara yìuridis, pìertimbangan hakim bìertìumpìu pada 
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fakta hìukìum dari pìerbìuatan tìerdakwa yang mìemìenìuhi ìunsìur Pasal 127 ayat (1) 

hìurìuf a UU Narkotika. Dìengan pìertimbangan tidak tìerdapat bìukti yang 

mìenìerangkan adanya pìermìufakatan jahat tìerdakwa dìengan saksi Arkan Wahyìu 

Pratama. Fakta pìersidangan didìukìung dìengan sìekìurang kìurangnya 2 (dìua) alat 

bìukti yang sah mìengìungkapan bahwa, pìerbìuatan tìerdakwa mìemìenìuhi ìunsìur 

pìenyalah gìuna narkotika golongan I bagi diri s ìendiri. Pada pìertimbangan 

Sosiologis, majìelis hakim mìempìertimbangkan bahwa pìemidanaan tìerhadap 

Tìerdakwa bìukan sìemata-mata hìukìuman sìebagai ìefìek jìera (rìeprìesif) mìelainkan 

sarana ìedìukasi hìukìum dan rìehabilitasi agar Tìerdakwa dapat mìempìerbaiki diri 

(korìektif) dan tidak mìengìulangi pìerbìuatannya. Pìertimbangan filosofis, majìelis 

hakim mìenimbang bìerdasarkan 3 landasan ìutama yaitìu, kìeadilan, kìepastian 

hìukìum, dan kìemanfaatan. Kìeadilan dicapai dìengan mìenimbang sìecara 

proposional antara kìesalahan Tìerdakwa dìengan kìeadaan yang mìembìeratkan dan 

mìeringankan tìerdakwa. Kìepastian hìukìum diwìujìudkan mìelalìui pìenìerapan norma 

lìegalitas sìecara tìegas dan proporsional tìerhadap fakta-fakta hìukìum yang 

tìerìungkap, Kìemanfaatan tìercìermin dari oriìentasi pìemidanaan yang 

mìenyìeimbangkan fìungsi rìeprìesif dìengan ìedìukatif dan rìehabilitatif-korìektif 

tìerhadap Tìerdakwa dan masyarakat lìuas. 

B. Saran 

Adapìun saran dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikìut: 

1. Saran yang disampaikan kìepada aparatìur pìenìegak hìukìum khìusìusnya hakim 

sìelakìu pilar ìutama pìenìegakan hìukìum agar dalam mìengadili pìerkara pidana tidak 

hanya tìerpakìu pada rìumìusan pasal dalam ìundang-ìundang tanpa 

mìempìertimbangkan sìecara objìektif kìesalahan pìelakìu yang bìerkìenaan dìengan niat 

jahat (mìens rìea) dalam pìerkara tindak pidana narkotika khìusìusnya dalam dìelik 

pìermìufakatan jahat narkotika dan pìengìedar narkotika. Sìelain itìu dipìerlìukan pìula 

pìemahaman yang mìerata bagi hakim dalam mìembìuktikan niat jahat pada pìerkara 

tindak pidana narkotika sìehingga dalam mìemìutìus pìerkara narkotika hakim 

sìenantiasa mìempìertimbangkan pìeran tìerdakwa bìerdasarkan fakta pìersidangan 
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2. Saran yang disampaikan kìepada para pìembìentìuk ìundang-ìundang agar tìerìus 

mìengìembangkan pìeratìuran mìengìenai pìertanggìungjawaban pidana sìecara 

lìebih ìeksplisit, khìusìusnya tìerkait pìenafsiran ìunsìur mìens rìea dan actìus rìeìus. 

Sìelain itìu dalam pìerkara narkotika, hìendaknya dirìumìuskan sìuatìu atìuran yang 

mìengatìur sìecara tìegas dan jìelas mìengìenai batasan dan kritìeria dalam 

mìerìumìuskan ìunsìur Pasal 112 dan 114 tìentang pìengìedar narkotika sìehingga 

tìerdapat atìuran jìelas mìengìenai pìengìertian pìengìedar narkotika dan klasifikasi 

pìerbìuatan dan/ataìu sìubjìek hìukìum yang dapat dikatìegorikan sìebagai pìengìedar 

narkotika sìerta pasal 132 UU Narkotika tìentang pìermìufakatan jahat narkotika 

gìuna mìembìerikan pìedoman yang jìelas bagi aparat pìenìegak hìukìum ìuntìuk 

mìenìentìukan batasan pìertanggìungjawaban pidana yang sìesìuai dìengan kìesalahan 

tìerdakwa agar mìeminimalisir pìerbìedaan pìemahaman dan tafsiran di lingkìungan 

aparatìur pìenìegak hìukìum dalam rangka mìenìegakkan hìukìum pidana narkotika 

sìehingga tìercipta kìepastian hìukìum yang jìuga sìekaligìus mìewìujìudkan prinsip 

kìeadilan sìubstantif. 
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